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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD FAHMI ZAIMIR (B11110142), Peran Penyidik Dalam 
Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota 
Makassar, dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Kaisaruddin 
Kamaruddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran peran 
penyidik dalam penerapan diversi dan apakah yang menjadi dasar 
pelaksanaan  diversi sehingga diversi penting untuk diterapkan. 
Penelitian ini dilakukan di Polda Sulsel yang berada di Kota Makassar 
untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan 
langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data 
yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dan Wawancara langsung 
dengan pihak kepolisian,Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel yaitu pihak yang 
bertanggung jawab dan terkait langsung dalam menangani perkara tindak 
pidana anak dan penelitian kepustakaan (library research). Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan diversi pada 
pihak penyidik didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan 
pada Peraturan Internasional, seperti beijing rules, dan Peraturan Nasional, 
seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Keputusan bersama enam (6) 
instansi. Dalam pelaksanaan diversi penyidik memegang peranan penting, 
salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. 
Namun pada pelaksanaanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan 
seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, 
masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya dan tidak semua kasus 
anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Dan ditemukan pula 
terkadang dari pihak atau keluarga korban tidak ingin memilih penyelesaian 
dengan cara metode diversi melalui pendekatan restorative justice sehingga 
pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu penyidik hanya 
berpedoman pada peraturan internal kepolisian dan belum dapat menjamin 
pelaksanaan diversi. Oleh karena itu perlunya pelaksanaan sosialisasi yang 
menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga 
pihak-pihak yang terkait serta peraturan yang mengatur pelaksanaan diversi 
dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak kedepannya harus 
diimplementasikan, bukan hanya di tingkat penyidikan tetapi juga pada  
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh hakim sebagai 
Alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak 
melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara 
untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada 
dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan 
perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus 
diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional 
perlindungan khusus tindak pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-
undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan juga tentang Pengadilan 
Anak No.3 Tahun 1997. 
 Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus 
dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak 
inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, 
kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui 
peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. 
 Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang 
diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan 
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prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak 
yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak 
terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-
undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi 
yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum 
termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak 
efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.1 
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda 
anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam 
konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. 
Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk 
melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai 
makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 
dimilikinya.2 
Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan 
negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki 
peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena 
itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan 
                                                             
1
 Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan 
Hukum, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal.24.   
2
 Ibid.,   
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berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi 
bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian 
tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode 
pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar 
mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam 
meniti kehidupan.3 
Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan.4 Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan 
perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada 
hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam 
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain 
dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya 
dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu 
mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-
undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian 
mental, fisik, dan sosial.5 
                                                             
3
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.1.   
4
 Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   
5
 Ibid., hal.2.   
4 
 
Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum 
cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru 
ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana 
formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana 
tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh 
kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat 
sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara 
ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih 
baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali 
membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.6  
Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang 
tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia 
ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak 
yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan 
akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi 
membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-
anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh 
                                                             
6
 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 
Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari 
UNICEF, Situasi Anak di Dunia 1995, Jakarta, 1995, hal.1.   
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Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun 
di didik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
7
 
Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang 
mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul “Situasi Anak-Anak di Dunia 
1995” mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. 
Menurut laporan itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, 
hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta 
anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, 
Myanmar, Ethiopia, dan Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer.8 
Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan 
sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak 
yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/ 
perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya 
masalah yang dihadapi anak -anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor - 
faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, 
seperti tayangan - tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita 
kekerasan serius yang muncul akhir - akhir ini. Sementara pada diri seorang 
anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh 
terhadap dirinya.  
                                                             
7
  Ibid., hal.1-2.   
8
  Ibid., hal.2.   
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Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan 
perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik 
dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk 
menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam 
penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk 
mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur 
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi 
senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang 
dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak 
sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih 
membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi 
alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana 
formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap 
kedudukan anak sebagai narapidana. 
Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara 
tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan 
dengan cara pengalihkan (diversi). Restorative justice merupakan proses 
penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice 
System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, 
masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak 
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pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. 
Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang 
sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. 
Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki 
tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan 
wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa 
Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas: 9 
a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  
b. Menegakkan Hukum  
c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan 
Masyarakat  
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus 
senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang 
sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada 
prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa 
mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum 
sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana 
ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum 
sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 
                                                             
9
 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 13   
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1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih 
mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan 
kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota 
masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di 
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, dimana polisi telah 
diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. 
Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Ditreskrimum Polda 
Sulsel, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara 
tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut 
dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses 
peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi 
akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan 
diversi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki 
payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
memberi wewenang untuk tindakan tersebut. 
Berdasarkan data dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis 
ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi 
dengan judul, Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara 
Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makassar. 
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B.   Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di 
atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang peran 
penyidik dalam penerapan diversi terhadap perkara tindak pidana anak di 
wilayah kota makassar ini adalah: 
1. Apakah yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak?  
2. Bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan diversi? 
 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1) Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pelaksanaan diversi terhadap 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga di dapatkan alasan-
alasan betapa pentingnya penerapan diversi.  
b. Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan 
diversi dan  prakteknya di Kota Makassar. Dengan demikian akan 
diketahui bagaimanakah sebenarnya peran penyidik dalam pelaksanaan 
diversi serta penerapannya di Kota Makassar.  
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2) Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini 
diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai 
bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana 
dan Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari 
aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak 
dengan pendekatan keadilan restorasi (restorative justice), khususnya 
terhadap tindak pidana anak yang terjadi di Kota Makassar. Terutama yang 
berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversi sekaligus sebagai sarana 
untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai praktek 
penerapan diversi oleh penyidik dalam menangani kasus perkara tindak 
pidana anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Definisi Peran 
Peran atau Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 
pemain sandiwara (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat 
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 
masyarakat.10 
Definisi yang kita dimaksudkan adalah yang terakhir tersebut. Karena 
disebutkan orang yang berkedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang 
tentu harapan masyarakat juga semakin tinggi. Begitu juga peranannya bagi 
organisasi untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan 
masyarakat. Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan 
sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.11 
Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah: “aspek dinamis 
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.“ Dengan 
                                                             
10
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 
1993.   
11
 Ibid,.   
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demikian peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada 
seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam 
suatu institusi.12 
Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris 
disebut authority atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut 
gezag atau bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan 
suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan 
hukum.13 
Kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, 
baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan 
adalah kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik terhadap 
segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan 
tertentu. Dalam negara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan 
sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan 
kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu.14 
 
                                                             
12
 Ruslan Efendi, Peran, Wewenang dan Kekuasaan, 
http://ruslan.web.id/archives/269. Diakses pada tanggal 10 Desember 2013 Pukul 19:30 
WITA.  
13
 Ibid.,   
14
 Ibid,.   
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B. Penyidik 
Pengusutan (opsporing) oleh KUHAP dikenal dengan istilah 
penyelidikan dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi Republik 
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang lengkapnya 
berbunyi: 
1) Penyidik adalah :  
a. Pejabat polisi Republik Indonesia;   
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang.  
2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 
  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pada Pasal 2, 
dirumuskan penyidik adalah : 
a. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat 
Pembantu Letnan II Polri; 
b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya 
berpangkat/ Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu. 
 
Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau 
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pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 
41 butir 1). Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak nakal diatur 
dalam ketentuan Pasal 41 butir 2, yaitu : 
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa; 
b. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah 
anak. 
Akan tetapi didalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat 
penyidik, maka komandan sektor kepolisian karena jabatannya dapat menjadi 
penyidik. Dan dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 41 butir 3 
tugas penyidikan dapat dibebankan kepada : 
a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa, atau  
b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang 
yang berlaku. 
Kemudian syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pegawai negeri 
sipil tertentu diatur dalam Pasal 2 butir 2 b PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP, yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-
kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I ( Golongan II / B ) atau yang 
disamakan dengan itu. 
Yang disebut pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik 
perkara haruslah diperhatikan pada penjelasan kitab undang-undang tentang 
hukum acara pidana Pasal 7 butir 2 yang isinya sebagai berikut : 
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“ Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat 
bea dan cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang 
melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus 
diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing “. 
Penyidik yang termasuk dalam Pasal 7 butir ( 2 ) ini, pelaksanaan 
tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian. 
Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;  
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau sebagai saksi; 
h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan 
pemeriksaan perkara; 
i. Mengadakan penghentian penyidikan; 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung 
jawab. 
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Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam 
Pasal angka 3 KUHAP yakni : 
Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan 
tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 
Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 
3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah : 
a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu 
Sersan II Polri; 
b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan II-A. 
 
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki 
penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP 
yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik 
pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari 
penyidik. 
Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa :  
Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya 
diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal 
dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat 
hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum 
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ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima 
menurut kewajaran.    
Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga 
dikenal beberapa pengertian, yakni : 
1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHAP) 
2) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP) 
3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
(Pasal 1 angka 5 KUHAP) 
Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah 
melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah 
dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam 
menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau 
peristiwa tertentu mengenai :
15
 
a. Faktor tentang suatu tindak pidana ;  
b. Peristiwa suatu tindak pidana ;  
c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;  
                                                             
15
 Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi, Jakarta, 
Pradya Paramita, 1977, hal. 54.   
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d. Waktu terjadinya tindak pidana ;  
e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak 
pidana ;  
f. Identitas pelaku tindak pidana. 
Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau 
informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa 
kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui 
indentitas pelakunya. Informasi-informasi yang di butuhkan untuk 
mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan 
ukuran sebagai berikut: 
1) Korbannya siapa, 
2) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu 
melakukan dugaan tindak kejahatan.16 
  
C. Diversi dan Restorative Justice 
1. Konsep Diversi 
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk 
melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem 
peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 
                                                             
16
 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.33-34. 
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kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak 
pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang 
dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah 
konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau 
pengalihan. 
Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a Sociological 
Approach menyatakan ”Diversion is an attempt to divert, or channel out, 
youthful offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah 
tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar 
dari sistem peradilan pidana).17 
Pengertian diversi juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 
dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses 
pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana 
ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial 
masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya 
memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur 
                                                             
17
 Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008, hal.97. 
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melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai 
pihak penegak hukum. 
Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan 
program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :18 
a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu 
aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung 
jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan 
ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku 
menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan 
adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.  
b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, 
mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada 
pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga 
pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.  
c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, 
memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada 
korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama 
antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua 
pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai 
kesepakatan tindakan pada pelaku. 
 
Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri 
dalam menerapkan konsep diversi dalam menangani perkara tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: 
TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi 
yang dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. TR 
Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 
                                                             
18
 Ibid., hal. 98.    
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Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas 
masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi 
penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk 
kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. 
Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L 
yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :19 
“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban 
hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan 
tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk 
dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak 
berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi 
Manusia. 
 
Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, 
yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat 
proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di 
nilai terbaik menurut kepentingan anak.20 Dengan kata lain dapat diartikan 
bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak 
yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal 
dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. 
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 TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3.   
20
 Ibid., Butir DDD. 2.   
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Berdasarkan uraian di atas dalam hal perkara tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak 
sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi. 
  
2.  Restorative Justice 
Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam 
melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini 
dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, restorative Justice atau keadilan 
restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian 
yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan 
kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang 
mencakup semua pihak yang berkepentingan. 21 
Definisi restorative justice menurut Muladi tersebut pada dasarnya 
memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh Prison Fellowship 
International berikut ini:22  
Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the 
harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties 
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 Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 
2, Agustus 2013, hal.234. 
22
 Ibid,.   
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themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to 
transformation of people, relationships and communities. 
Berdasarkan pengertian restorative justice di atas, dapat diketahui 
bahwa, restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada 
pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. 
Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak 
secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah 
tersebut.23 
Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh 
Toni Marshal dalam tulisannya “Restorative Justice an Overview”, 
dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a 
Vision For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari 
restorative justice yaitu :24 
1) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus; 
2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau 
kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;  
3) Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari 
pelaku secara utuh;  
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 Ibid,.   
24
 Marlina, Op.cit., hal.102. 
24 
 
4) Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga 
masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;  
5) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar 
dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. 
Penyelesaian secara restorative justice berbeda dengan proses 
pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang 
menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami 
seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak 
pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik. 
Sedangkan restorative justice menurut Howard Zehr adalah 
Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who 
have a stake in a specific offense and to collectively identify and address 
harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as 
possible.25 Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “retributive 
justice” dan “restorative justice” adalah :26 
1) Retributive Justice memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum 
dan negara, sedangkan restorative justice pada pengrusakan atau 
kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya. 
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 Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan 
(judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), Jakarta, Kencana, 
2009, hal. 247. 
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2) Retributive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan 
menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan 
Restorative Justice mempertahankan korban dengan memperhatikan 
perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban 
pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga 
semuanya mendapatkan hak masing-masing.  
3) Retributive Justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses 
peradilan formal, sedangkan restorative justice melibatkan korban, 
pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari 
penyelesaian. 
4) Dalam retributive justice korban hanya merupakan bagian pelengkap, 
sedangkan dalam Restorative Justice korban adalah posisi sentral. 
5) Dalam retributive justice posisi masyarakat diwakili oleh Negara, 
sedangkan restorative justice masyarakat berpartisipasi aktif. 
 
Dalam penanganan kasus anak, bentuk restorative justice yang 
dikenal adalah reparative board/ youth panel yaitu suatu penyelesaian 
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, 
korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang 
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secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi 
bagi korban atau masyarakat.
27
 
 
D. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi 
anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak 
Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989. 
Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum Rules 
for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule”) Tahun 1985 dan 
Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights 
Tahun 1948. 
Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, 
diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 
(dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
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(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, 
sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara 
anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam 
meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat 
yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian 
hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/ CRC), telah 
dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh 
spesifikasi hukum, seperti berikut ini :28 
1) Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata  
Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 
ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut: 
a) Batas antara usia belum dewasa (minderjarighead) dengan telah 
dewasa (meerderjarighead), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;  
b) Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh 
satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. 
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2) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), 
sebagai berikut: 
a) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat 
kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi 
seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun. 
b) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan 
belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama 
kekuasaan itu tidak dicabut.  
c) Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum 
mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin 
berada pada status perwalian. 
3) Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 21 (dua pulih satu) tahun dan belum 
pernah kawin. 
4) Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana 
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariatif 
tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 
46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
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Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan 
jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai 
berikut: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah 
kawin”. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam 
pengertian sebagai berikut : 
 
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun;  
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas 
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;  
c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
5) Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (Converention on the 
Rights of the Child), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak 
menyebutkan bahwa sebagai berikut: 
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“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 
18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang 
berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.” 
Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai 
keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan 
batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat bergantung dari 
kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini 
dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-
sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini: 
1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak. 
2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.  
3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  
4) Pengelompokan proses pemeliharaan. 
5) Pembinaan efektif. 
Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas 
bawah usia, yaitu nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai 
dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan 
demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum 
tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan 
sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariatif tersebut, 
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dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
29
 
A. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin;  
B.  Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya 
selama kekuasaan itu tidak dicabut;  
C. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam 
masyarakat. 
 
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 
Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya 
yang sangat memprihatinkan adalah Anak yang memerlukan perlindungan 
khusus (Child in Need Special Protection=CNSP) secara spesifik lagi adalah 
bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 
Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi 
korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau 
eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi 
korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa 
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berhadapan dengan hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup 
mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memcahkan 
permsalahan dengan positif. Meraka pada umumnya berhubungan dengan 
teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah 
pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak 
anak-anak tersebut putus sekolah dan sering sekali mereka tidak mendapat 
pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula. 
Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak 
pidana.30 Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum 
adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah 
melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. 31   
Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur 
hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini 
bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan 
kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu 
kejahatan pada umumnya dan prilaku anak yang berkonflik dengan hukum 
atau anak yang melakukan kejahatan pada khusunya. 
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Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa 
yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, 
sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian 
anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang 
mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan 
hukum adalah anak nakal. 
Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing juvenile delinguency, 
tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 
KUHPidana. Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik 
pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan 
delinguency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian 
diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat 
ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan 
lain-lain.32 
Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu: 
1) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak 
yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang 
dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos 
sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.  
2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak 
yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan 
oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada 
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anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas 
perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dll.33 
 
Konsep tentang juvenile delinquency menurut Soedarto menganut 
penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 
anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap 
istilah “juvenile“ ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian 
anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) 
dalam rangka “menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. 
Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku 
pidana yang masih anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak 
pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua 
adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada 
kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut 
sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat 
menerimanya, karena pengertian “ juvenile “ terlalu umum dan mencakup 
semua orang yang masih muda usianya.
34
 
Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu 
perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :35 
1) Adanya perbuatan manusia;  
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2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;  
3) Adanya kesalahan;  
4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.  
Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia 
pemidanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya 
kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu 
dilarang menurut ketentua hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak 
disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan 
orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari 
kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa 
tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala 
tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.36 
Tetapi anak dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal 
dengan istilah juvenile delinquency, memiliki kejiwaan yang labil, proses 
kemantapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, 
agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak menggangu 
ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan 
kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak 
seimbang, disamping itu pelakuknya pun tidak sadar akan apa yang 
seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan 
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remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang 
diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari 
akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.37 
Gejala kenakalan anak menurut Wagiati Soetodjo akan terungkap 
apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri-ciri umum yang amat 
menonjol pada tingkah laku pada anak-anak puber tersebut, antara lain :38 
1) Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar 
serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara linkungan 
masyarakat dewasa ini sedang demam materiil di mana orang 
mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-
anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam 
situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia 
materiil;  
2) Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk 
keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. 
Misalnya, terefleksi pada kesukaan anak-anak muda untuk kebut-
kebutan di jalan raya; 
3) Senang mencari perhatian dengan cara menonjolkan diri, misalnya 
dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras; 
4) Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke 
arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-
kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka 
bergerombol dengan kawan sebaya; 
5) Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari 
identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku ”ideal” sebagai 
identitas baru serta subtitusi identifikasi yang lama.  
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di 
lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai factor. Faktor-faktor tersebut 
diantaranya : 
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1) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan; 
2) Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi;  
3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu 
dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak 
telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, 
perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi 
perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua 
dan masyarakat sekelilingnya. 
E. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal 
dalam hukum pidana Belanda (WVS) yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit ini 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi 
tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 
itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 
dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 
Beberapa istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan 
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yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah 
strafbaarfeit ini adalah sebagai berikut:
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1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli 
hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirdjono 
Prodjodikoro.  
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 
Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J.Van 
Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana, Zainal 
abiding, dalam buku beliau Hukum Pidana. 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin Delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaarfeit. 
 
Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga 
ketepatannya. Tindak menunjuk pada kelakuan manusia dalam arti positif 
(handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau 
negative (nalaten). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit itu 
adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.40 Menurut 
Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi 
persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan 
dipahami maknanya.41 
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Beberapa pengertian Tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli 
yaitu:
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1. D. Simons  
Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk adanya 
suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut; 
a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). 
b. Diancam dengan pidana  
c. Melawan hukum  
d. Dilakukan dengan kesalahan  
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
2. J. Bauman  
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 Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan. 
3. Wirdjono Prodjodikoro 
Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan pidana.  
4. Pompe 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit 
(tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. 
  
F. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak  
Meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk 
mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari 
subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri 
bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan 
berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, 
menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam 
proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan 
anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti 
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ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan 
hukum acara pidana.
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Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Azas 
Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai tolak 
ukur dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini 
berazaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-
prinsip dalam Konvensi hak Anak. 
Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang dijadikan azas dalam 
menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya adalah : 
1) Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan 
asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.  
2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua 
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka 
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 
utama.  
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak 
ini merupakan hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang 
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dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan 
lingkungan. 
4) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan 
terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 
pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika 
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya 
Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak ini menjadi azas dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Selain azas sebagaimana 
yang tercantum dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan juga dalam konvensi hak anak, maka azas-azas yang 
penting diperhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak 
khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam 
Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
Kedudukan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak yang telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukkan asas-
asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi objektif dari 
asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan 
legalitas UU tentang Pengadilan Anak dalam proteksi Hukum Acara Pidana 
dapat disebut sebagai Hukum Acara Pidana Anak yang khusus mengatur 
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Peradilan Anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan korban dari 
kejahatan dan pelanggaran pidana. 
Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi asas-asas sebagai 
berikut:44 
1) Asas belum dewasa  
Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk 
menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum 
dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi 
seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat dipertanggung-jawabkan 
perbuatannya. 
Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal 
ini diatur dalam UU Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997. Dalam Pasal 1 angka 
1 dinyatakan bahwa yang disebut anak nakal adalah seorang anak yang 
berusia antara 8-18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dapat 
dibedakan dalam 3 kategori. : 
a) Anak yang berusia di bawah 8 tahun.  
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Dalam ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak No.3 tahun 1997 
dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika 
tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 8 tahun, maka kepada 
anak tidak dapat diadakan penuntutan. Seorang penyidik Polri berhak 
memeriksa anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun dalam 
pemeriksaan tersebut penyidik hanya sebatas mencari tahu tentang 
terjadinya suatu peristiwa pidana. Sedangkan kepada anak sebagai pelaku 
hanya diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. 
Kemudian anak dikembalikan kepada orangtua. 
 
b) Anak berusia 8-<12 tahun. 
Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun yang 
melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun anak 
dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan 
penahanan terhadap dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap 
belum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seorang 
anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori usia ini hanya dapat 
diberikan tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua, ditempatkan di 
departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara 
jika perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman mati dalam 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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c) Anak berusia 12-<18 tahun.  
Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat 
kategori yang berbeda-beda tentang anak yang berhadapan dengan hukum, 
seberapa besar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada mereka 
dan bagaimana proses hukum yang dijalankan dalam sistem peradilan 
pidana. Untuk anak yang berusia antara 12 - <18 tahun. Dalam undang-
undang Pengadilan Anak, anak dalam kategori usia ini sudah mulai diaggap 
dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang 
melakukan tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis 
berupa hukuman penjara yang lama nya dikurangi setengah dari pidana 
orang dewasa. Namun proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari 
orang dewasa, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, 
hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum 
oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak. 
 
2) Asas keleluasaan pemeriksaan 
Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan 
memberikan keleluasaan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan atau Petugas Probation/ Social 
Worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya 
penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-
lain. Asas keleluasaan ini tujuan utamanya adalah meletakkan kemudahan 
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dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, 
fisik/ jasmani dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara kodrat 
dalam diri anak. 
 
3) Asas probation/ pembimbingan kemasyarakatan/ social worker  
Kedudukan probation dan social worker yang diterjemahkan dengan 
arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada 
sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses 
peradilan anak. 
Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-Undang No.3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah menjadi Hukum Acara Pidana 
Anak yang diposisikan dengan ketentuan asas lex spesialis de rogat lex 
generalis.45 
 
G. Perlindungan Hukum Bagi Anak 
Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak 
pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah 
perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas 
bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut 
semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak 
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merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik 
dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan 
perawatan khusus. 
Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah 
menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut dan telah diratifikasi melalui 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini 
mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak 
ke dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah 
Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan 
hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak-hak 
Anak. Sebagai negara peserta (state party) yang telah meratifikasi konvensi 
tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya 
hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin 
terlaksananya hak-hak anak.46 
Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak 
yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak 
dinyatakan bahwa: 
“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, 
dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan 
sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga 
dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan 
usia serta keinginan untuk meningkat-kan reintegrasi anak dan 
menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”. 
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Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula 
bahwa negara-negara peserta harus menjamin: 
a. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau 
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi 
atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup 
tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di 
bawah 18 tahun; 
b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara 
tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan 
atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan 
hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu 
yang sesingkat-singkatnya;  
c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan 
secara manusiawi dan dihormati martabatnya dengan 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap 
anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari 
orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan 
terbaik si anak bersangkutan menuntut agar hal ini tidak 
dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan 
dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-
kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus;  
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d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk 
secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang 
layak dan juga menggugat keabsahan perampasan 
kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang 
berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk 
dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan 
perampasan kemerdekaan tersebut. 
Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan 
hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, 
yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 
menentukan bahwa: 
a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;  
b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;  
c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum;  
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d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh 
dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat 
dilaksanakan sebagai upaya terakhir;  
e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan 
kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan 
harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 
kepentingannya; 
f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku;  
g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan 
Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup 
untuk umum.  
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 
1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan 
terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak 
pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana 
ditegaskan pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, 
wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti 
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pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada 
departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 
Tahun 2002, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah 
perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 
a. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
b. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus 
adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diper-dagangkan, anak 
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, pen-jualan, perdagangan, anak korban kekerasan 
baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan 
anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  
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c. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak 
berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:   
a. non diskriminasi;  
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;  
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;  
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
d. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk 
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 
e. Pasal 16, menentukan bahwa: 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi.  
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 
dengan hukum.  
(3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak 
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku 
dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.  
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f. Pasal 17, menentukan bahwa: 
(4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:  
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;  
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;  
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
sidang tertutup untuk umum; 
(5) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 
dirahasiakan.  
g. Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban 
atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum 
dan bantuan lainnya. 
h. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara 
lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak 
yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas 
dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
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lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, 
anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah 
dan penelantaran. 
i. Pasal 64, menentukan bahwa: 
(6) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak 
yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak 
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat. 
(7) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum dilaksanakan melalui:  
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak. 
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.  
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.  
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik 
bagi anak.  
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.  
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan 
dengan orang tua atau keluarga.  
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g.  perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan untuk menghindari labelisasi.  
Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: 
“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, 
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-
gunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak 
korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 
kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, 
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” 
 
Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang 
berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak 
yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak 
yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas 
dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan 
khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui: 
1) Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak. 
2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.  
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.  
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4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak.  
5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.  
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 
orangtua atau keluarga.  
7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk 
menghindari labelisasi.  
  
H. Kewenangan Diskresi Oleh Penegak Hukum 
Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh 
kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau „diskresi‟.47  
Oleh karena itu diversi yang merupakan bagian dari diskresi dalam proses 
peradilan pidana anak. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan 
mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut 
pendapatnya sendiri.48 
Diskresi49 adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang 
menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan 
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perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai 
dengan kebijakannya.
50
 Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara 
menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan 
yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. 
S. Prjudo Atmousudirjo mendefinisikan diskresi, discretion sebagai 
kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat 
administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat 
sendiri.51  
Selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap 
dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap 
tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan 
undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk 
mengatur segala macam kasus posisi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 
sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi Negara 
yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.52 
                                                                                                                                                                
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 
keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta 
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.   
50
 Ibid,. 
51
 S. Prjudo Atmousudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 
1994, hal.82. 
52
 Pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan 
administrasi Negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak 
melampaui/melanggar batas-batas tersebut, sedangkan diskresi terikat, undang-undang 
menetapkan beberapa alternative keputusan dan administrasi Negara bebas memilih salah 
satu laternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang.    
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Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses 
peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari cap jahat 
(stigma) pada anak nakal. Stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak 
kekerasan kepada anak. Program diversi dilakukan dengan mengalihkan  
pemeriksaan peradilan formal kepada program-program pembinaan diluar 
proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak.53 
Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan 
Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan 
pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan 
perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam 
perkara anak nakal sudah dilakukan pendekatan kekeluargaan, atau perkara 
tersebut samar dan jika dilanjutkan justru tidak efektif dan merugikan 
kepentingan anak. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan 
mendukung penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka 
Penyidik berwenang mengeluarkan diskresi. 54 
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU Sistem Peradilan Pidana 
Anak, diskresi kepada penyidik untuk bisa mengupayakan diversi. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak: 
                                                             
53
 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.117. 
54
 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta, Sinar Grafika, 2013 hal.136. Dikutip dalam 
Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hal.48. 
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1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; 
2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi; 
3) Dalam Hal proses diversi behasil mencapai kesepakatan, penyidik 
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi 
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan;  
4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan 
pelimpahan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan 
berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. 
 
Dari bunyi Pasal 29 tersebut, maka kewajiban penyidik untuk 
mengupayakan diversi merupakan bentuk dari diskresi terikat, karena bisa 
jadi upaya diversi itu berhasil bisa juga tidak. Pemberian diskresi terikat 
kepada penyidik merupakan bentuk amanah undang-undang agar penyidik 
selaku pegawai negara dapat mempergunakan sarana yang ada dan melihat 
situasi yang terjadi dalam rangka penyelesaian anak nakal (anak yang 
berkonflik dengan hukum). Sehingga, prinsip pemberian yang terbaik kepada 
anak terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 42 yang memberikan 
diskresi terikat kepada penuntut umum, kemudian Pasal 52 ayat (2) juga 
memberikan diskresi terikat kepada hakim. 
 
 Faktor Pendorong Pelaksanaan Wewenang Diskresi 
Buku Juvenile Delinquency yang ditulis oleh Clemens Bartollas, 
menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak 
hukum dalam melakukan diskresi terhadap anak di Amerika Serikat:55 
                                                             
55
 Marlina, Op.cit, Pengantar…, hal.3-4. 
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1. Keseriusan Pelanggaran. Hal ini beraitan dengan keberartian dari 
pelanggaran yang dilakukan anak terhadap bahaya yang ditimbulkan 
oleh tindakan anak tersebut. 
2. Tanggapan warga atau masyarakat terhadap pelaku. Jika masyarakat 
sangat mengehendaki anak diteruskan ke pengadilan, maka polisi 
akan sulit untuk melepaskannya kembali ke masyarakat dan 
meneruskannya ke pengadilan. 
3. Jenis kelamin. Pelaku perempuan lebih suka dikembalikan polisi 
kepada orang tua dibanding anak laki-laki, hal ini dikarenakan 
pertimbangan perlindungan anak perempuan lebih sulit jika diproses di 
Pengadilan atau dipenjara. 
4. Tingkatan ekonomi dan sosial. Menurut pertimbangan polisi, tingkatan 
ekonomi dan sosial yang tinggi memungkinkan anak diberi perhatian 
dan disembuhkan jika dikembalikan ke rumah karena kemampuan 
orang tuanya. 
5. Kondisi individu pelaku, hal ini menjadi pertimbangan untuk 
dilaksanakannya diskresi, seperti umur anak, riwayat pelanggaran 
yang dibuat oleh anak, pergaulan, situasi keluarga dan hubungan baik 
dengan orang tua. Jika kondisi keluarga dan lingkungan tidak 
mendukung perbaikan anak, maka polisi akan meneruskan kasusnya 
ke pengadilan. 
6. Interaksi antara polisi dan anak pelaku. Anak yang sopan dan 
bekerjasama dengan baik akan lebih disukai untuk dikembalikan ke 
rumah dari pada anak yang tidak sopan. 
7. Tekanan masyarakat diluar polisi. Hal ini dapat terjadi melalui tekanan 
media massa dan departemen atau bagian dari polisi yang menangani 
anak tersebut.  
 
Penjelasan dari Clemens sangat kontekstual dengan kondisi di 
Indonesia, karena sesuai dengan yang terjadi di negara Indonesia, sehingga 
aparat penegak hukum di Indonesia harus menyadari bahwa diskresi penting 
dilakukan, karena beberapa faktor yang telah dijelaskan oleh Clemens di 
atas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wewenang 
diskresi oleh aparat penegak hukum, yaitu perlu adanya pertanggung 
jawaban dari pengguna diskresi tersebut. Karena diskresi merupakan 
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kebijakan mandiri dari aparat penegak hukum, maka sangat beresiko adanya 
penyalahgunaan wewenang. 
Menurut Weber dan Gelsthorpe, diskresi dapat menjadi awal 
penyebab kehancuran, ketidakkonsistenan atau putusan yang tidak jujur 
serta citra individu yang lebih tergambarkan dalam putusan. Kemungkinan 
suatu kasus serupa dapat mempunyai ketetapan berbeda, seperti seseorang 
ditahan, namun pada kasus yang sama yang lain dibebaskan. Efek buruk dari 
pembuat keputusan diskresi dapat dihindarkan apabila diseimbangkan 
dengan adanya monitoring yang dapat dipercaya untuk memastikan 
keputusan pribadi yang bersifat individual tersebut tidak melampaui batasan 
yang seharusnya serta tidak konsisten dan tidak adil.56 Monitoring sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan diskresi, agar tidak ada pintu masuk terhadap 
 ketidakadilan karena diskriminasi terhadap anak berkonflik dengan hukum. 
Monitoring dapat dilakukan baik secara internal dari dalam instansi penegak 
hukum maupun dari eksternal seperti pekerja sosial. Dalam UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pengawasan dilakukan oleh petugas 
kemasyarakatan selama proses berlangsung, pengawasan juga dilakukan 
oleh atasan langsung pejabat yang menangani perkara anak. 
 
 
                                                             
56
 Ibid., hal.9. 
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Beijing Rules dalam poin 6, mengatur mengenai ruang lingkup diskresi 
(scope of discretion), yaitu: 
1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-
anak maupun keberagaman langkah-langkah yang tersedia, ruang 
lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan 
(diskresi) akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan 
pada tahap-tahap berbeda dari administrasi bagi anak, termasuk 
pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan (diskresi); 
2. Namun demikian, upaya-upaya akan dilakukan untuk memastikan 
adanya pertanggungjawan yang cukup pada seluruh tahap dan tingkat 
dalam pelaksanaan kebebasan untuk membuat keputusan (diskresi) 
manapun; 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan di dahului dengan suatu penelitian awal. 
Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang 
diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di 
Polda Sulsel, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada 
bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap perkara tindak 
pidana anak  dan bagaimana praktek pelaksanaan diversi di wilayah Kota 
Makassar. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data 
primer dan data sekunder 
1. Data primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian 
melalui wawancara langsung dengan Penyidik/Penyidik pembantu 
pada unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel yang terkait dan mampu 
memberikan informasi berkaitan masalah yang diteliti. 
1. Data sekunder 
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Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. Seperti 
dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga 
literatur-literatur  yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
1. Wawancara langsung dengan pihak kantor kepolisian Polda Sulsel 
yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam 
penyidikan perkara tindak pidana anak, Agar diperoleh gambaran 
mengenai proses penyidikan.  
2. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang 
berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga 
berkaitan dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan 
pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. 
Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan 
diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan 
yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
E. DASAR PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA TERHADAP  
TINDAK PIDANA ANAK 
 
1. Latar Belakang Dan Tujuan Diversi  
A. Latar Belakang Diversi 
Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, 
perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, 
terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara 
internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak 
yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih 
menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa 
ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. 
Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang 
diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya 
satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang 
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„menakutkan‟ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak 
berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.
57
 
Selain itu didapati bahwa jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 
2013 mencapai 1.032 kasus. Selain kuantitas, jenis dan variasi kekerasan 
pun cenderung berkembang. Sekjen Komnas Perlindungan Anak Samsul 
Ridwan mengatakan: 58 
“Penyebab utama masih tingginya kekerasan anak di Indonesia 
karena persepsi yang tidak tepat terhadap anak. "Anak masih dianggap 
menjadi objek dan bukan subjek penentu serta memiliki hak sendiri. Ini 
menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikhis 
maupun seksual," Tingginya kasus anak sebagai korban maupun pelaku 
kejahatan membuat anak berurusan dengan hukum masih banyak dengan 
data 1032 kasus kekerasan anak di tahun 2013’’. 
 
Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja 
dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi 
juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta 
penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum 
pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni Lembaga 
Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, 
direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai 
profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga 
                                                             
57
 Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum. (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson)  
http://Santi Kusumaningrum -diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf. Diakses 
tanggal 26 Januari 2014. Pukul 10:25 WITA   
58
 www.Tribunnews.com, Ada 1032 Kasus kekerasan Anak di Semester I Tahun 
2013. Diakses tanggal 26 Januari 2014. Pukul 10:25 WITA 
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Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi usia, maupun 
panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup 
dan hukuman mati.59 
Spektrum penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sangat luas, baik 
dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, 
menyebabkan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat 
kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Selain itu juga 
Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dari semestinya yang 
mengakibatkan terjadinya penggabungan antara orang dewasa dan anak-
anak dalam satu ruangan. Sehingga sangat berbahaya kepada anak yang 
melakukan tindak pidana jika dihukum dengan penjara. 60 
Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap 
tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka 
tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka 
tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke 
penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali 
                                                             
59
 Rahardi Ramelan, Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara, Dimuat di Harian 
Kompas tgl. 19 Mei 2007. http://leapidea.com/presentation?id=85 Diakses pada tanggal 28 
Januari 2014, Pukul 10:35 WITA. 
60
 Ibid.,  
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disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap 
hukuman penjara.
61
 
Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian 
terdapat lebih dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. 
Pada bulan Januari hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di 
rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih 
menyedihkan, sebagian besar (84.2%) anak-anak ini berada di dalam 
lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan 
pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak 
yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Pada 
rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465 
anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan 
Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga 
pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53.3%, berada di rumah tahanan dan 
lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu 
saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus 
berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat 
penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, 
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 Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 
Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, 
UNICEF, Indonesia, 2003, hal.1. 
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menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak 
kekerasan.
62
 
Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat 
agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan 
obyektif guna meminimalkan kerugian-kerugian yang dapat diderita oleh 
anak-anak yang terpaksa berkonflik dengan hukum atau sistem peradilan. 
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti 
pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan 
perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan 
pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 
kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 
seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak 
pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang 
dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 
lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi 
atau pengalihan.63 Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan 
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 Ibid., hal.2-3. 
63
 Marlina, Op.cit, hal.1.    
70 
 
menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh 
keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.
64
  
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 
fisik, mental, dan sosial.65 Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan 
agar anak terhindar dari efek negatif penerapan pidana. Diversi juga 
mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang. Dengan 
demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi 
mempunyai relevansi terhadap tujuan pemidanaan bagi anak. Secara umum 
tujuan pemidanaan terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu 
sisi dan melindungi (pelaku) di sisi lain.66 
Melaui Mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang 
lebih elegan menurut perspektif anak. Sebagai proses pengalihan diversi 
berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku 
kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan 
berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang 
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  Ibid., hal 2.   
65
  Maidin Gultom, Op.cit, hal. 33.  
66
 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika oleh Anak, Malang, UMM Press, 2009. hal.117-118. 
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demikian maka diversi yang hakekatnya merupakan upaya untuk 
menghindarkan anak dari kemungkinan pidana.
 67
  
 
Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “Diversion” Berdasarkan 
United Nations Standard Minimum Rules of Administration of Juvenile Justice 
(The Beijing Rules) Diversi adalah pemberian kewenangan aparat penegak 
hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani 
masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain 
menghentikan untuk tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau 
menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan 
sosial lainnya.68 
Dalam Beijing Rules penjelasan pada Rule 11 mengenai penerapan 
program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang 
timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dari sistem 
peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk 
kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan 
memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku 
melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari 
pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut 
memberikan dukungan  dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-
besarkan masalah). Dan diatur pula dalam Rule 17, dimana ditentukan 
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 Ibid., hal.110. 
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 Setya Wahyudi, Op.cit, hal.21.   
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bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak 
melanjutkan proses pada setiap saat, keuasaan pejabat mempunyai 
kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam 
menangani pelanggar anak yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap 
pelanggar dewasa.69 
Pendiversian disemua tahap, ditegaskan dalam Undang-undang No.11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 
7 ayat (1): Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 
Anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan Diversi. UU ini pun menyadari 
bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang 
menarik yaitu, pada Pasal 10 ayat (1) UU SPPA diatur bahwa setiap hasil 
pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan 
diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus 
dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi. Sehingga antara instansi terjadi 
chek and balances untuk mengindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. 
 
B. Tujuan Pelaksanaan Diversi 
Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan lebih baik 
dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak 
pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi yang 
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dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang 
terhadap sistem dan penegakan hukum.
70
  
Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan 
anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses 
peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan 
orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif 
atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang 
untuk memperbaiki kesalahan.71 Diversi sebagai pengalihan dari proses 
yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari 
penerapan hukum pidana yang seringkali memberikan pengalaman pahit 
berupa stigmatisasi berkepanjangan dan menghindarkan anak dari 
kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan 
terhadap anak serta memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan 
berkembang baik secara fisik maupun secara mental.72  
Berdasarkan hasil survei Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) di 
beberapa daerah di Jawa pada tahun 2004, bisa dilihat berbagai pelanggaran 
terhadap hak anak. Di tahap penyidikan oleh kepolisian, tidak satu responden 
pun yang didampingi penasihat hukum. Dalam proses itu, 95 persen tidak 
didampingi oleh orang tua/wali. Saat akan ditahan, 60 persen orang tua/wali 
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tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, hanya 50 
persen responden yang menyatakan diberitahu tentang hak-hak mereka. 
Dalam proses penuntutan oleh kejaksaan, 90 persen responden tidak 
didampingi penasihat hukum. 68 persen tidak didampingi orang tua/wali. 41 
persen orang tua / wali / pengacara tahanan tidak mendapat surat tembusan 
pemberitahuan penahanan oleh kejaksaan. Dalam persidangan, 63 persen 
responden tidak didampingi penasihat hukum, dan 68 persen didampingi 
orang tua/wali.73 
Menurut catatan Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung tahun 2002, 
95% AKH dikenakan penahanan dan di tingkat penyidikan mengalami 
kekerasan. 100% vonis hakim berupa hukuman penjara. Selain itu, data 
perkara anak yang ditangani Polwiltabes Bandung tahun 2000 menunjukkan 
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2001, yaitu dari 38 perkara 
menjadi 55 perkara. Ada persamaan dari pengakuan para napi anak itu. 
Ketika menjalani pemeriksaan sebelum diadili, mereka sama-sama 
mengalami interogasi diiringi kekerasan. Misalnya yang dialami seorang napi 
anak dari Ciwidey, Kab. Bandung. Cerita senada muncul dari dua anak lain, 
warga di kawasan Dipati Ukur, Bandung. Keduanya pengamen jalanan.74 
                                                             
73
 Dedi, Lapas Anak antara Teks dan Konteks., Kementerian Sosial. Selasa, 28 
September 2006. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=256.  
Diakses tanggal 26 Januari 2014. Pukul 14:35 WITA. 
74
 Ibid,. 
75 
 
Di kantor polisi, mereka juga dipaksa mengaku. Selain dipukuli, 
keduanya mengalami tindak kekerasan lain. Ada beberapa kisah serupa dari 
narapidana anak di Lapas Tangerang. Sebagian mereka dipaksa mengakui 
perbuatan kriminalnya melalui tindak kekerasan. Semua anak yang 
diwawancarai di balik tembok penjara adalah anak-anak dari keluarga yang 
lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial, juga lemah 
secara politik. Dari 24 anak yang dipenjara di Rutan Kebonwaru, sepuluh di 
antaranya tidak tamat SD, tiga anak lulus SD, sembilan anak berpendidikan 
tidak tamat SMP. Hanya tiga anak berpendidikan SMA. 75 
Di Lapas Tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan rutan 
Kebonwaru. Saat ini ada 24 anak berusia antara 14-18 tahun yang 
meneruskan SD di dalam lapas. 31 anak melanjutkan SMP di dalam lapas, 
dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti 
pendidikan kejuruan. Latar belakang pendidikan mereka setidaknya bisa 
dijadikan sebagai gambaran, bagaimana dan di mana posisi mereka dalam 
kehidupan social-ekonomi. Anak-anak ini tidak bisa protes tatkala ada 
perlakuan tak adil. Suara mereka hanya terdengar oleh sesama napi, oleh 
aktivis LSM, atau oleh mereka yang sedang melakukan penelitian di 
penjara.76 
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Fakta diatas sudah cukup menggambarkan bahwa seorang anak 
sangat beresiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk 
dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi 
diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan 
hukum. Kenyataanya bahwa peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak 
pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya dari 
pada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan 
memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, 
sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana 
dengan cara pengalihan yaitu diversi. 
Pada Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Disebutkan tujuan 
diversi, yakni antara lain:  
a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
 
Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan 
kenakalan anak dari poses peradilan anak konvensional, kearah penanganan 
anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan. Diversi dilakukan untuk 
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menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan  
peradilan anak.
77
 
Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam 
penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. 
Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang 
dikeluarkan oleh polisi setempat.78 Tujuan diversi tersebut merupakan 
implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan 
pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang 
selama ini di kenal dalam hukum pidana.79 
 
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi 
 
Adapun dasar hukum baik secara nasional dan internasional yang 
memberikan pembenaran dalam pelaksanaan diversi dalam menangani 
masalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu: 
 
A. Instrumen Internasional 
 
 Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). 
Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: negara-negara peserta 
harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan 
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dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, 
disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan 
khususnya:80 
1. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia di 
bawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk 
melanggar hukum pidana. 
2. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk 
menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur 
hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat 
pengamanan hukum sepenuhnya dihormati. 
 
 International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 
Konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini disahkan 
pada tahun 1979, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Dalam instrumen hukum ini ada 
beberapa prinsip tentang penyelenggaraan yang dirumuskan antara lain 
setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak 
seorangpun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah, 
setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau 
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penawanan harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati 
harkat yang melekat pada insan manusia. 
Terkait dengan hak anak dalam peradilan pidana ditentukan prinsip 
bahwa pelanggar hukum yang belum dewasa (anak) harus dipisahkan dari 
yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status 
hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi.81 Hal ini berarti bahwa 
peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka ataupun terdakwa 
harus dipisahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak 
mendapat hukuman yang bersifat menyakiti tetapi hukuman yang bersifat 
restorative dan rehabilitative. 
 
 The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of 
Juvenile Justice – The Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum 
PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak - Peraturan Beijing). 
Beijing Rules merupakan regulasi Internasional yang memberikan 
mandat bagi setiap negara peserta untuk merealisasikan perlindungan 
terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Regulasi ini 
mengamanatkan kepada setiap Negara peserta untuk memberlakukan diversi 
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untuk mengangani permasalahan anak. Pengaturan mengenai Diversi 
ditegaskan dalam butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), yang berbunyi:
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1. Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang 
berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa 
mengikuti proses peradilan; 
2. Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak 
nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut 
dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai 
dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang 
berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain; 
3. Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat 
atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan 
persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk 
mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat 
yang berwenang pada prakteknya; 
4. Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, 
upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program 
masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, 
restitusi, dan kompensasi kepada korban. 
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Beijing Rules dalam bagian comment (penjelasan) memberikan 
keterangan tentang ketentuan diversi yaitu: 
Praktek diversi atau pengalihan berguna untuk menghalangi 
pengaruh-pengaruh negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya 
dalam administrasi peradilan bagi anak (misalnya cacat karena 
pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, 
non-intervensi akan merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, 
pengalihan pada awal dan tanpa perujukanan pada pelayanan-
pelayanan alternative (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. 
Terutama jika perkaranya merupakan pelanggaran hukum yang tidak 
bersifat serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga 
pengendali sosial informal lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan 
akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun. 
Sebagaimana dinyatakan pada peraturan 11.2 pengalihan 
dapat digunakan pada setiap tahap pembuatan keputusan oleh 
polisi, penuntut umum atau badan-badan lainnya seperti pengadilan-
pengadilan, tribunaltribunal, dewan-dewan, atau majelis-majelis. 
Pengalihan itu dapat dilakukan oleh satu atau beberapa atau semua 
pihak berwenang, berdasarkan peraturan-peraturan atau kebijakan-
kebijakan sistem-sistem masing-masing dan sejalan dengan 
peraturan-peraturan ini. Pengalihan tidak harus selalu dibatasi pada 
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perkara-perkara kecil, dengan demikian membuat pengalihan suatu 
Instrumen itu penting. 
Peraturan 11.4 menyarankan penyediaan alternatif-alternatif 
yang dapat dijalankan bagi pemrosesan peradilan bagi anak dalam 
bentuk pengalihan yang bertumpu pada masyarakat. Terutama 
disarankan program-program yang melibatkan kesepakatan dengan 
ganti rugi terhadap korban serta mereka yang ingin menghindari 
pertentangan dengan hukum di masa depan melalui program 
pengawasan danbimbingan sementara. Keunggulan-keunggulan 
perkara-perkara individual dapat membuat pengalihan sesuai, walau 
pelanggar-pelanggar yang lebih serius telah dilakukan (misalnya 
pelanggaran hukum yang pertama, tindakan dilakukan di bawah 
tekanan teman-teman). 
 
 The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of 
Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang 
Terampas kebebasannya). 
Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” 
adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau 
penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang 
tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak 
kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini 
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adalah menetapkan standar minimum bagi perlindungan anak yang 
kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud 
meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk 
membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal anak yang ditangkap atau 
yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:83 
1. Tindakan Penahanan harus dihindari; 
2. Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu; 
3. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif; 
4. Semua anak harus dianggap tidak bersalah; 
5. Proses pengadilan yang cepat; 
6. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana; 
7.  Bantuan hukum untuk anak. 
 
 The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile 
Delinquency – the Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk 
Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh). 
Regulasi ini memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai 
pelaksanaan diversi, namun saran yang diberikan melalui ketentuan ini 
berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlakukan demi penanganan 
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masalah anak yang berhadadapan dengan hukum dengan lebih 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mengani masalah 
anak yang berhadapan dengan hukum, penekanan harus diberikan terhadap 
kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi 
dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, 
masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan 
kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela. 
Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan 
serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai 
mitra penuh dan seimbang.84 
Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi 
upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan 
mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Kriteria-kriteria 
dalam intervensi resmi mengenai hal ini agar secara tegas diatur dan 
terbatas kepada situasi-situasi, seperti: 85 
a. Dalam hal anak atau remaja mengalami bahaya yang diakibatkan oleh 
orang tua atau walinya;  
b. Dalam hal anak atau remaja telah mengalami kesewenang-wenangan 
seksual, fisik dan emosi yang dilakukan oleh orang tua atau walinya;  
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c. Dalam hal anak atau remaja terabaikan, disia-siakan atau dieksploitasi 
oleh orang tua atau walinya;  
d. Dalam hal anak atau remaja terancam bahaya fisik atau moral 
sehubungan dengan prilaku orang tua atau walinya;  
e.  Dalam hal bahaya serius atau psikologis terhadap anak atau remaja 
itu sendiri serta pelayanan-pelayanan masyarakat di luar lingkungan 
tinggalnya, kecuali melalui institusionalisasi, tidak dapat mengatasi 
bahaya yang dimaksud.  
Regulasi ini juga menyatakan bahwa penempatan anak atau remaja 
dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu 
yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 
atau remaja. Dalam rangka mencegah berlanjutnya mempermalukan, 
mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar 
diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap 
sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak 
atau remaja.86 
 
B. Instrumen Peraturan Perundangan Nasional 
Diversi sebenarnya bukan hal baru dilaksanakan dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Praktek penegakan hukum dilapangan, yang dilakukan 
selama ini secara tidak disadari telah menyentuh konsep diversi tersebut. 
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Misalnya, penyelesaian masalah adat secara damai tanpa harus melibatkan 
aparat hukum, atau penyelesaian perkara di luar sidang untuk kasus-kasus 
pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, polisi dengan wewenang 
diskresinya boleh menentukan apakah seorang harus dibawah sidang ke 
pengadilan atau cukup diselesaikan ditempat, pada kejaksaan juga dikenal 
istilah wewenang menyampingkan perakara oleh Jaksa Agung atas alasan 
demi kepentingan hukum, ini juga merupakan bagian dari diversi. Namun 
secara disadari, diversi merupakan hal yang baru dalam tataran perundang-
undang penegakan hukum di Indonesia. Atas mandat dari Beijing Rules, 
Indonesia diminta untuk mengadopsi dan melaksanakan diversi dalam 
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini mendandakan 
bahwa metode diversi merupakan metode yang secara internasional sudah 
disepakati sebagai metode yang efektif dalam mengani permasalahan tindak 
pidana anak. Berikut beberapa peraturan Nasional baik yang secara Implisit 
ataupun secara eksplisit mengatur tentang diversi dalam penanganan 
perkara tindak pidana anak. 
 
 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
Undang-undang ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak 
dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.87 Dalam undang-undang ini juga 
dijelaskan mengenai hak-hak anak, yakni: 88 
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1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.  
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian 
bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.  
3. Hak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan.  
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambatpertumbuhan dan perkembangan 
nya dengan wajar.  
Dalam hal usaha untuk kesejahteraan anak tersebut maka yang dapat 
dilakukan adalah:89 
1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, 
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.  
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau 
masyarakat.  
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3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau 
masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.  
4. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan 
pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 
masyarakat. 
Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik 
dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi 
anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah 
pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.   
Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dan secara eksplisit 
tentang pelaksanaan metode diversi dalam menyelesaiakan masalah tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, jika diperhatikan secara seksama, 
sebenarnya undang-undang ini mengusung niat untuk menyelesaikan 
masalah anak dengan cara yang menjamin perlindungan anak. Pasal 3, jelas 
menyebutkan mengenai tujuan dari perlindungan anak, yaitu untuk 
memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindar dari 
kekerasan, diskriminasi, dengan harapan demi terwujudnya masa depan 
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 4, 
ketentuan mengenai hak-hak anak. 
Pasal 16 mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, 
dengan tegas diatur bahwa penangkapan,penahanan, atau penjara dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir. Dengan ketentuan ini, maka setiap aparat penegak hukum yang 
menangani masalah anak, maka harus menjadikan usaha penangkapan, 
penahanan atau  pemenjaraan sebagai upaya terakhir, hal ini sesuai dengan 
konsep hukum pidana sebagai ultimum remedium. Maka, sebelum sampai 
kepada upaya terakhir tersebut, setiap penegak hukum harus memikirkan 
metode yang efektif dalam menangani permasalahan anak, dan dari titik 
inilah metode diversi menjadi suatu kebutuhan untuk segera dilaksanakan. 
Berarti, Undang-Undang ini secara implisit mengamanatkan penegak hukum 
untuk segera melakukan diversi sebelum mencapai upaya terakhir 
(penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan), mengusahakan anak tidak 
terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sangat disayangkan undang-undang 
ini tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan diversi, sehingga dalam 
tataran prakteknya banyak aparat penegak hukum yang masih menjadikan 
penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai solusi utama dan 
pertama (premium remedium), sehingga membawa dampak negatif terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum. 
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 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia  
Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang 
menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan 
perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun 
demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf l yang berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dan ayat (2) yang 
berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah 
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi 
syarat: 
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut  dilakukan;  
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 
5. Menghormati hak asasi manusia.  
 
Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang 
menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri. 
Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan 
yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids 
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beginsel), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat 
kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun 
berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, 
memelihara ketertiban dan men-jaga keamanan umum. Keabsahan 
kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan 
keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung 
pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.90 
Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 
Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat 
kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya 
dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. 
Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam 
penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih 
leluasa mengambil tindakan berupa tindakan pengalihan (diversion) di luar 
dari sistem peradilan pidana formal. 
 TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi Bagi Kepolisian 
TR ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
diversi Dalam TR ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam 
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konvensi hak-hak anak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian 
dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif 
penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan 
anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun 
disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku 
dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang 
sesuai dengan budaya masyarakat setempat.91 
Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan 
prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman 
dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus 
dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa 
dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana 
anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan 
relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak 
atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat 
segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk 
mengambil peran guna mancari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-
pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku 
di masa sekarang dan dimasa datang. 
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Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak 
dapat diproses dengan pendekatan restorative justice sehingga menjauhkan 
anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma 
psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses 
penegakan hukum.92 Penahanan terhadap anak hanya dilakukan ketika 
sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (ultimum 
remidium), dan pelaksanaanya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.93 
 Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri 
Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak. 
Regulasi ini tidak secara spesifik mengatur mengenai diversi. Namun 
pendekatan restoratif oleh masing-masing instansi yang memutuskan 
keputusan bersama ini menjadi harapan utama dalam menangani anak yang 
berhadapan dengan hukum. Kepada Hakim, jaksa, polisi, Lembaga 
Pemasyarkatan diamanatkan agar menggunakan konsep keadilan restoratif 
ketika menangani masalah anak, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8 dan 9. 
Pasal 13 huruf (a) mengatur “penyidik melakukan upaya penanganan 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan 
restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai 
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Pemasyarakatan, orang tua/dan atau keluarga korban dan pelaku tindak 
pidana serta tokoh masyarakat setempat”.94  
Dari tingkat kepolisian sangat diharapkan penyelesaian dengan 
metode keadilan restoratif, metode ini sangat memiliki keterkaitan yang erat 
dengan diversi. Diversi itu sendiri merupakan penerapan dalam rangka 
pelaksanaan semangat keadilan restoratif. Dengan kata lain diversi 
merupakan tindakan nyata dalam melaksanakan penyelesaian perkara anak 
dengan pendekatan keadilan restoratif. 
 
3. Pelaksanaan Diversi Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan 
aturan yang jelas dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah 
kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena telah di buat 
undang-undang yang mengatur dengan detail mengenai upaya untuk 
mendiversi perkara anak dari sistem peradilan anak. Hal ini sangat 
dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur secara jelas mengenai 
sistem dan metode penanganan perkara pidana dengan mengedapankan 
kepentingan terbaik bagi anak. 
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A. Tentang Undang-undang No.11 Sistem Peradilan Pidana Anak 
Tahun 2012 (UU-SPPA) 
Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah 
merisaukan. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak 
memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap tindak pidana oleh anak. 
Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah 
membahas RUU Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 
2012.  
RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) disampaikan 
Presiden kepada Pimpinan DPR –RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 
tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, 
Menteri Sosial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. 
Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan 
RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI 
No.TU.4/1895/DPR RI/II/2011.95 
RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno 
Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas 
ditingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini 
merupakan penggantian terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
                                                             
95
 M. Nasir Djamil, Op.cit, hal.51. 
96 
 
Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar 
menjamin perlindungan anak.
96
 
Pengertian diversi telah dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU 
Sistem Peradilan Pidana, Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian 
kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses 
pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku 
tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau 
masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.97 
 
 Dasar Pemikiran Pembentukan Undang-undang Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan 
dasar-dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik RUU 
Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam 
pembentukan RUU tersebut, antara lain:98 
1. Dasar Filosofis 
Dasar Filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam 
berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai 
Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan 
kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan 
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa 
yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga anak 
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berhak mendapatkan khusus, terutama perlindungan hukum dalam 
sistem peradilan anak dan diberikan prioritas terbaik bagi anak. 
 
2. Dasar Sosiologis 
Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat 
menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak.Tindak 
pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung 
meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua 
tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-
anak. Bebagai factor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi 
yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi 
dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perlu adanya perlu adanya 
paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, 
antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, 
dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan 
perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. 
 
3. Dasar Yuridis 
Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang 
sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, 
bersifat adil, menjamin kesamaan dan kesabaran, memajukan 
kepentingan dan kesejahteraan umum. 
Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak 
berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta 
berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam 
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia 
dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 
UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak 
mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
 
4. Dasar Psikopolitik Masyarakat 
Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata didalam 
masyarakat mengenai tingkat penerimaan (acceptance) atau tingkat 
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penolakan (resistance) terhadap suatu peraturan perundang-
undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun 
tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan 
yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau 
merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan 
lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa 
menyikapinya. Paradigm ini yang harus ditanamkan masyarakat dan 
aparatur penegak hukum dalam menanggapi anak yang diduga 
melakukan suatu tindak pidana. 
Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang 
dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar 
menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagai penerus bangsa.99 Penggunaan istilah peradilan dalam 
rancangan undang-undang ini tidak berarti membuat peradilan baru selain 
peradilan Umum, Niaga, Tata Usaha Negara atau Militer, namun peradilan 
pidana anak masih dalam satu atap dengan peradilan umum. Anak yang 
berhadapan dengan hukum menurut UU ini adalah orang yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak 
pidana dan hal ini juga dikuatkan oleh putusan MK yang di awal tahun 2011 
diputuskan oleh majelis hakim MK. 
Hal yang paling mendasar dalam Rancangan Undang-Undang ini 
adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, 
yang merupakan upaya untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses 
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peradilan pidana formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 
Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali 
kedalam lingkungan sosial secara wajar.100 Pada akhirnya Undang-Undang 
ini bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak maupun 
bagi Korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi dimana 
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan,101 dan proses 
peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan 
wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun 
sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan 
masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur 
pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi,102 dan proses 
pendiversian ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum anak masuk 
dalam peradilan anak.103 
Tidak semua kasus anak yang diatur dalam UU ini menggunakan 
metode diversi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan apakah 
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masalah anak diselesaikan dengan metode diversi atau tidak, syarat yang 
mengendaki masalah anak harus didiversi yaitu: Diancam dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana.104 
 
B.  Metode Dan Pola Diversi Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak 
Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 
16, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam 
peraturan pemerintah. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam 
ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan 
orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing 
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan 
Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.105 
Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif 
dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan 
tanggungjawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran 
pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan 
ketertiban umum.106 Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.107 Kata 
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“wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari 
penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar 
proses diversi bisa dilaksanakan. 
Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan 
apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, harus memperhatikan: kategori 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian 
kemasyarakatan dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas prilaku anak; 
bagaiaman tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; 
dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.108 Tidak semua kasus 
anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksaan diversi harus terlebih 
dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta 
kesediaan anak dan keluarganya.109 
Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: 
perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugiaan; penyerahan kembali kepada 
orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga 
pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga 
kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat.110 Kemudian hasil kesepakatan 
diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai 
kesepaktan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan 
hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua 
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pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi 
ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan 
disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada 
Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntu Umum, atau hakim yang 
menangani perkara tersebut.111 
Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan 
pidana anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika 
kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak.112 Tanggugjawab 
pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversi berada pada 
atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini 
diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing 
kemasyarakatan juga sebagai pengawas dan pembimbing selama proses 
diversi berlangsung, jika diversi tidak dihasilkan maka pembimbing 
kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab 
untuk ditindaklanjuti.113 
Proses pelaksanaan diversi pada tiap tahap pemeriksaan yaitu: 
1. Tingkat Penyidikan 
Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 
7 hari setelah ditemukannya pelaku anak,114 selama masa 7 hari ini, penyidik 
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mempertimbangkan apakah kasus anak itu didiversi atau tidak, Sebelum dan 
sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), 
maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing 
kemasyrakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling 
lama selama 30 hari. Selama masa ini, proses Diversi dilakukan melalui 
musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau 
orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan 
berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara 
Diversi.115 
Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikian 
Pasal 29 UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk 
kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan 
harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan 
penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan 
apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak,116 bahkan 
polisi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai 
pertimbangan penanganan atau tidak, UU ini memberi akses kepada penyidik 
untuk tidak menangkap anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini 
merupakan terobosan hukum yang sangat baik, sehingga wewenang diskresi 
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yang dimiliki oleh polisi dapat dimaksimalkan sedemikian rupa demi 
kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan tindakan 
penangkapan dilakukan sebagai ultimum remedium atau last resort (upaya 
terakhir). 
Tidak setiap kasus anak harus ditahan, melalui UU ini ada kesempatan 
agar anak tersebut tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 
tahun lebih; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 
tahun.117 Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan 
apakah seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap 
penyidikan dilakukan paling lama 3 hari, kemudian dapat diperpenjang 2 hari 
lagi.118 Total penahanan ditingkat penyidikan beserta perpanjangan 
penahanan adalah 5 hari, sehingga selama 5 hari ini penyidik wajib 
menyelesaikan pemeriksaan anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib 
mengeluarkan anak tersebut dari tahanan.119 Yang dapat melakukan 
penahanan pada tingkat penyidikan bukanlah polisi, namun ada petugas 
khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan jika LPAS 
belum ada, dapat ditahan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial.120  
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2.Tingkat Penuntutan 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan 
adanya jaksa yang khusus menanganani perkara anak, tentunya jaksa 
tersebut telah melewati pelatihan penanganan perkara anak dan telah 
mendapatkan sertifikasi keahlian khusus anak. Jaksa diwajibkan untuk 
mendahulukan penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversi, 
ketika jaksa menerima berkas dari penyidik, maka selama 7 hari jaksa 
mengupayakan adanya diversi dengan pendekatan kepada keluarga korban, 
pelaku dan mengagendakan forum diversi, pelaksanaan diversi berlangsung 
paling lama 30 hari.121 
Dalam rangka melakukan upaya paksa penahanan oleh jaksa, ada 
pengaturan khusus yang berlaku bagi anak pelaku pidana. Penuntut umum 
hanya dapat melakukan penahanan selama 2 hari, kemudian perpanjangan 
paling lama ½ dari penahanan orang dewasa, namun jika berkas perkara 
belum juga dilimpahkan ke pengadilan dan telah melawati batas waktu 2 hari 
beserta perpanjangan maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan.122 
Penahanan yang dilakukan terhadap anak semata-mata demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif terakhir (last resort). 
Penahanan tidak disamaratakan kepada semua anak pelaku tindak pidana, 
persyaratan yang wajib dipatuhi oleh jaksa, yaitu : anak yang ditahan 
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haruslah telah berusia 14 tahun atau lebih; tindak pidana yang diduga 
dilakukan anak merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun 
atau lebih. Selain itu, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat 
tahanan orang dewasa kemudian kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak 
harus dipenuhi.123 
3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak 
Sama halnya dengan polisi dan jaksa, hakim yang memeriksa perkara 
pidana anak haruslah merupakan hakim yang memiliki minat dan spesifikasi 
dalam penanganan perkara pidana anak, tentunya melalui sertifikasi 
terhadap hakim anak. Setelah hakim menerima berkas perkara dari penuntut 
umum, maka selama paling lama 7 hari, hakim wajib mengupayakan 
mekanisme diversi. Kemudian selama 30 hari, hakim memimpin penyelesaian 
perkara melalui diversi. Proses diversi mirip dengan mekanisme mediasi atau 
arbitrase, pelaksanaan diversi diadakan diruang mediasi pengadilan yang 
berwenang.124 
Putusan yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana dan 
tindakan. Bentuk pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
pokok yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan diluar 
lembaga, pelayanan masyarakat,pengawasan);latihan kerja; pembinaan 
dalam lembaga; penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan 
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keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pemenuhan kewajiban adat. 
Jika pidana penjara kumulatif dengan denda, maka pidana denda dapat 
diganti dengan latihan kerja.125 
Mengenai pidana dengan syarat, hakim dapat menjatukan pidana 
penjara paling lama 2 tahun. Syarat yang dimaksud ada 2 yaitu syarat umum 
(Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa 
pidana dengan syarat), syarat khusus (untuk melakukan atau tidak 
melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan Anak). Selama menjalani masa pidana dengan 
syarat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan 
pengawasan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, status 
anak sebagai klein pembimbing kemasyarakatan. Selama menjalani pidana 
bersyarat, anak tetap memiliki hak untuk dapat menikmati pendidikan wajib 
belajar 9 tahun.126    
Jika hakim memutus anak harus dibina diluar lembaga, maka hakim 
harus menentukan lembaga mana yang akan membina anak tersebut. 
Pidana pengawasan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, dan 
ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan dibimbing oleh pembimbing 
kemasyarakatan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ 
dari ancaman maksimum pelaku dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan 
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oleh anak diancam pidana mati dan seumur hidup, ancaman yang diberikan 
kepada anak hanya maksimum penjara 10 tahun.
127
 
Putusan hakim berupa tindakan yaitu: pengembalian kepada orang 
tua/wali; penyerahan kepada pemerintah; penyerahan kepada seseorang; 
perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di lembaga; kewajiban mengikuti 
suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah 
atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; perbaikan akibat 
tindak pidana; pemulihan. 
4. Pembimbing Kemasyarakatan. 
Petugas pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat 
besar dalam upaya pendiversian kasus anak. Peranan dan tugas 
Pembimbing kemasyarakatan dimaksimalkan sejak dari awal penanganan 
kasus, bahkan masih pada tahap pemeriksaan di kepolisian. Tugas dan 
peranan petugas pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam UU SPPA 
yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, 
melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses 
Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada 
pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.128 
Laporan petugas pembimbing kemasyarakatan menjadi pertimbangan 
penegak hukum dalam mengupayakan diversi, selain itu pembimbing 
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kemasyarakatan memiliki perananan untuk memonitoring pelaksanaan 
diversi, dan jikalau diversi tidak dilaksanakan. Sangat disayangkan, dalam 
aturan ini tidak mencantumkan sanksi bagi penegak hukum yang tidak 
melaksanakan diversi, sehingga dikhawatirkan penegak hukum tidak 
diwajibkan menerima rekomendasi pembimbing kemasyarakatan untuk 
melakukan pendiversian. 
 
4. Kriteria dan Syarat-syarat Dilaksanakannya Diversi 
Penerapan diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai 
pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, 
kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian ketegori yaitu tingkat ringan, 
sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan 
ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang, 
terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat 
diversi bukanlah pilihan.129 
Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti 
pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau 
kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan yang tergolong sedang 
adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua 
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kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan 
untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi.
130
 
Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak 
pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang dapat 
menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:131 
1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah 
seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi 
pertimbangan. 
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah 
melakukan pelanggaran hukum, diversi harus tetap menjadi 
pertimbangan. Jika anaks sering melakukan pelanggaran hukum maka 
sulit dilakukan diversi. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran 
matang demi kepentingan terbaik bagi anak. 
3. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar 
diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan 
dengan korban.  
Adapun syarat-syarat dilaksanakannya diversi yang mengacu pada 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui 
upaya diversi. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai 
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syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversi terhadap tindak 
pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversi, maka 
pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak 
dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversi dalam 
menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal 
berikut. 
1) Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak. 
Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal 
penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai 
peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan 
penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah 
memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai 
anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3. 
 
2) Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan 
kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi. 
Adanya pengakuan / pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku 
tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversi. bahwa 
upaya diversi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses 
hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversi yaitu 
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, 
upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan 
pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya 
pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan 
dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu 
tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk 
menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversi memegang peranan 
penting. Upaya diversi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan 
pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya. 
 
3) Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan 
penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2. 
Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya 
korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang 
diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum 
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secara formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu 
hal yang wajar adanya dan secara normatif keinginan pihak korban 
tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang 
berlaku. Lebih dari pada itu, tidak menutup kemungkinan adanya 
keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main 
hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya 
persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana 
yang dilakukan anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan 
adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat 
mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan 
menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak 
korban. 
 
4) Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di 
luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d. 
Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak jangan 
hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, 
melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. 
Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang 
dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversi. 
Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan 
diversi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat. 
 
5) Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur 
mengenai syarat yang mengendaki masalah anak harus di diversi 
yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; 
Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
  
Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, 
yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi 
adalah:132  
A. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 
dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, 
tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) 
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tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk 
melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan 
penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian 
yang terkait dengan tubuh dan jiwa; 
B. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi 
penerapan prinsip diversi semakin diperlukan; 
C. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak 
terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali 
anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan; 
D. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang 
ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan 
nyawa seseorang maka urgenisitas penerapan diversi semakin 
diperlukan; 
E. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak; 
F. Persetujuan korban/keluarga.; 
G. Kesediaan pelaku dan keluarganya; 
H. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang 
dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan 
prosedur biasa. 
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B. PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP  
TINDAK PIDANA ANAK  
 
1. Mekanisme Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang    
Dilakukan Oleh Anak 
Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, 
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara umum 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 bahwa 
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan 
apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tarhadap anak dibawah umur 
delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan 
dan dikembalikan pada orang tua/wali. 
 Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh 
Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik 
Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali 
dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. 
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 Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 adalah:
133
 
1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;  
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.  
Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, 
maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak 
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak nakal 
berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai 
Undang-undang No. 3 Tahun 1997.134 Diperiksa dalam suasana 
kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak 
memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, 
aktif, dan simpatik.135 
Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi 
atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya 
suasana kekeluargaan ketika penyidikan dilakukan, adalah hadirnya 
Penasehat Hukum, disamping itu, karena yang disidik adalah anak, maka 
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juga sebenarnya sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya, 
agar tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.
136
 
Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan 
atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas 
kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka 
proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan 
dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya 
sukar diterima di lingkungannya. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik yang ditugaskan adalah penyidik Polwan yang telah memenuhi 
syarat perundang-undangan. Alasan ini sangat sederhana, bahwa untuk 
memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah 
menjadi budaya, yaitu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang ibu 
atau wanita. 
Ibu atau wanita dipandang sebagai subjek yang langsung secara 
kodrati lebih memahami masalah anak secara komprehensif. Dalam masalah 
psikologis sainsis, seperti tempramental, emosionalitas, dan lingkungan 
sosial maupun masalah anak dalam psikologis kontemporer, seperti watak, 
bakat, budaya, hobi, dan lain-lain yang menjadi dasar eksistensi anak dalam 
lingkungan sosial.137 
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Dalam hal penanganan ataupun penyidikan anak yang berkonflik 
dengan hukum haruslah dipisahkan penyidikan antara anak sebagai pelaku 
dengan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Adapun 
mekanismenya adalah sebagai berikut. 
Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat 
memperoleh informasi melalui beberapa hal diantaranya : adanya laporan,138 
pengaduan, tertangkap tangan139 dan diketahui langsung oleh petugas Polisi 
Republik Indonesia. Menurut Jamila Nompo (Pejabat Penyidik Kanit PPA 
Ditreskrimum Polda Sulsel), mekanisme penyidikan berdasarkan yang 
dilakukan pada Ditreskrimum Polda Sulsel adalah:140 
1. Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara 
tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh 
penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau 
pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. 
Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini 
adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui 
bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan 
agar tidak salah tangkap. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh 
kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah 
pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak 
pidana masih anak-anak maka penyelidikan dilakukan berdasarkan 
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ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 3 
Tahun 1997 dan KUHAP.  
2. Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia atau 
penyelidik dapat segera melakukan tindakan Penangkapan, 
penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab.  
3. Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polisi 
Republik Indonesia, maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan 
sesuai dengan kewenangan masing-masing, kemudian polisi membuat 
berita acara penagkapan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya, 
guna penyelesaian selanjutnya. Setelah memperoleh informasi 
tentang adanya suatu tindak pidana maka Pejabat Kepolisian Negera 
Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan. 
 
Dan Dalam penyidikan terhadap anak nakal penyidik meminta 
pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), 
Departemen Sosial, Lembaga Anak dan apabila perlu juga dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli 
agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Dalam hal anak sebagai 
korban, seperti korban kekerasan atau pelecehan seksual maka penyidik 
meminta bantuan dokter untuk membuat visum et repertum (ver) sebagai 
bukti telah terjadinya tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual kepada 
anak, biasanya dilakukan di RS Wahidin Makassar dan juga rumah sakit 
lainnya yang ada di Kota Makassar. 
Pada Peraturan Kabareskrim Polri No.1 Tahun 2012  tentang Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan 
Hukum di Linkungan Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam 
penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya yang 
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berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi  serta 
memberikan perlindungan terhadap anak.   
Menurut Jamila Nompo (Kanit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel), Jika 
dalam melakukan tindak pidana dimana usia anak kurang dari 8 (delapan) 
tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan 
tidak dikirim, lalu anak dikembalikan kepada orang tua. Jika usia anak antara 
8 (delapan) tahun sampai kurang dari 12 (dua belas tahun) maka akan 
diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan 
kepada orang tuanya. Sedangkan jika anak berusia 12 (dua belas) tahun 
atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun 
tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya yang paling 
akhir.141   
 
1. Penangkapan  
Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 
tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Khusus 
tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, 
harus memperhatikan hak-hak anak dengan mengadakan tindakan menurut 
hukum yang bertanggung jawab, sebagai berikut :142 
1) Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan 
dengan asas praduga tak bersalah;  
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2) Anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan dengan arif, 
santun dan bijaksana, dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa 
pelaku tindak pidana;  
3) Saat melakukan penangkapan terhadap anak, segera 
memberitahukan orang tua atau walinya;  
4) Apabila penagkapan dilakukan karena anak tertangkap tangan, segera 
memberitahukan orang tua atau walinya;  
5) Dalam melaksanakan wewenang mangadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggung jawab, Polisi atau masyarakat tidak dibekali 
dengan surat perintah dari penyidik ketika ada anak yang diduga 
sebagai tersangka yang tertangkap tangan. Dalam hal ini, polisi atau 
masyarakat hanya berdasar pada asas kewajiban;  
6) Penagkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun 
bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap 
pertama antara anak dengan Polisi.  
Menurut Budiman (Banit Idik unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel), 
pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana, petugas polisi tidak berpakaian seragam melaikan 
pakaian biasa (preman) dalam hal ini penyidik juga tidak mengalami banyak 
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kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan 
tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur.
143
 
Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka 
terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut :144 
1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;  
2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 
pembimbing masyarakat,dan apabila perlu juga dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli 
agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.  
3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.  
 
Pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya 
diadakan penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan 
oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya 1 x 24 jam. 
Pada tahap penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai 
tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, penting bagi seorang 
Polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik 
yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Untuk menghindari hal 
tersebut, Polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :145 
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1) Menunjukkan surat perintah penangkapan yang legal kepada anak 
yang diduga sebagai tersangka, lakukan dengan cara yang ramah dan 
bertanggung jawab;  
2) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan 
kenderaan yang bertanda atau berciri khas Polisi;  
3) Menghindari menggunakan kata-kata kasar dan nada tinggi yang akan 
menarik perhatian orang-orang yang ada disekeliling anak;  
4) Membimbing anak dengan menggandeng tangannya, tidak memegang 
kerah baju anak atau menyeret;  
5) Tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukan-
nya dan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, 
misalnya menyuruhnya membuka pakaian;  
6) Menghindari penggunaan borgol atau memborgol tangannya; 
7) Mengamankan anak dari peliputan media massa, baik cetak maupun 
elektronik; 
8) Membawa anak ke pelayanan kesehatan pemerintah yang terdekat 
untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis sesegera 
mungkin setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan 
pengobatan akan menjadi bagian dari catatan kasus anak yang 
berhadapan dengan hukum;  
9) Menginformasikan segera kepada orangtua atau walinya dalam waktu 
tidak lebih dari 24 jam, tentang penagkapan anak dan meminta 
mereka segera datang ke kantor Polisi;  
10) Menginformasikan segera kepada Bapas di wilayah tersebut atau 
Pekerja Sosial tentang adanya penagkapan terhadap anak yang 
diduga sebagai tersangka dalam waktu tidak lebih dari 24 jam;  
11) Setelah melakukan penangkapan, segera lakukan wawancara yang 
dibutuhkan dalam ruangan yang layak dan khusus untuk anak.  
2. Wawancara dan penyidikan  
Wawancara dan penyidikan merupakan aspek yang sangat penting 
dari pelaksanaan tugas setiap Polisi dalam mengungkap suatu kasus yang 
melibatkan anak. Khusus dalam menangani kasus anak yang berkonflik 
dengan hukum, petugas harus mewawancarai anak yang terlibat (baik 
sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua, saksi dan orang-orang 
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lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara 
berkesinambungan. 
Langkah-langkah yang dapat membantu Polisi dalam melaksanakan 
wawancara secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut :146 
1) Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat 
dengan anak tersebut dan yang paling ia percaya, (bisa orangtua, 
saudara, pengasuhnya, pekerja sosial, dsb.), sehingga dapat 
membantu kelancaran wawancara; 
2) Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dan dimengerti oleh 
anak yang bersangkutan dan pendampingnya;  
3) Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama;  
4) Menghindari penekanan, kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras 
dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung; 
5) Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah 
dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan. 
  
Adapun teknik dasar melakukan wawancara terhadap anak yang 
harus dilakukan oleh penyidik atau Polisi adalah :147 
1) Menginformasikan kepada orangtua atau wali. Orangtua atau wali 
anak yang bersangkutan harus segera diberi informasi bahwa anaknya 
akan diwawancara  
2) Memberikan informasi tentang bantuan hukum. Anak dan orangtua 
atau walinya harus diberitahu mengenai pentingnya anak didampingi 
oleh penasehat hukum dan pekerja sosial yang berkompeten, dan 
bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut;  
3) Memperlakukan anak dengan pertimbangan panjang. Harus diingat 
bahwa apa yang akan dilakukan kepada si anak dapat mempengaruhi 
tingkah laku anak dimasa depan;  
4) Membangun keakraban. Yaitu dengan cara tidak melakukan hal-hal 
yang dapat membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga 
anak-anak putus asa dalam menghadapi hidup karena mereka merasa 
kehilangan hari depan yang lebih baik;  
5) Membangun rasa percaya anak. Membangun rasa percaya anak 
dengan bersikap peka pada kebutuhan anak. Apabila anak sudah 
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percaya, akan mempermudah mendapatkan informasi dari anak 
tersebut;  
6) Memperkenalkan diri dengan benar. Hal ini akan membantu dalam 
memfasilitasi wawancara;  
7) Melakukan wawancara sesegera mungkin setelah anak ditangkap atau 
ditahan. Hal ini akan menunjukkan keseriusan dan menjaga anak 
dalam membangun alibinya;  
8) Mengatakan kepada anak bahwa ingin membantunya. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar anak tahu bahwa penyidik ingin 
bekerjasama dan peduli terhadap hari depannya;  
9) Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti. Menggunakan 
bahasa yang mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan, jika 
mungkin gunakan istilah-istilah yang populer diantara anak-anak; 
10) Mengajak anak untuk mau berbicara. Pada umumnya anak akan 
tertarik pada diskusi tentang hal-hal yang menarik atau digemarinya. 
Hal ini akan membantunya merasa tenang dan nyaman;  
11) Menjadi pendengar yang baik Konsentrasi dalam wawancara, 
sehingga anak akan merasa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 
Hindarkan mengalihkan perhatian kepada orang lain selama 
wawancara berlangsung; 
12) Bersikap sabar dan perlahan. Dalam menyelesaikan setiap kasus 
jangan menargetkan waktu tertentu antisipasi sejumlah hambatan dan 
hindari tekanan untuk mengungkapkan fakta-fakta;  
13) Menghormati kepribadian anak. Perlakukan anak sebagai orang yang 
berharga, bermartabat, sebagai seseorang yang memerlukan bantuan 
dan pengertian; 
14) Mengizinkan anak menulis ceritanya. Meninggalkan anak sendirian 
untuk melakukan ini apabila diperkirakan akan aman.  
 
3. Penahanan  
 
Penahanan adalah pengekangan fisik sementara terhadap seorang 
anak berdasarkan keputusan pengadilan atau selam anak dalam proses 
menunggu pemindahan ke Pusat Rehabilitasi yang dirujuk. Penahanan 
terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah perlindungan. 
Penahanan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang No. 3 tahun 1997.
148
 
Mengenai rumah tahanan sedapat mungkin merupakan panti 
pengawasan (Observation/Remand-Home). Menurut Jamila Nompo (Pejabat  
Kanit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel) dalam melakukan penahanan anak 
yang melakukan tindak pidana, Polda Sulsel yang berada di makassar tidak 
memiliki tempat penahanan untuk anak yang melakukan tindak pidana. 
Namun anak tersebut langsung di tempatkan ke Badan Pemasyarakatan 
(BAPAS) dan diberikan perhatian baik dari segi kesehatan jiwa dan 
mentalnya maupun dari segi kerohanian. Untuk lebih memahami sebab-
sebab anak melakukan tindak pidana maka Penyidik Polda sulsel bekerja 
sama dengan Bapas.149 
Adapun petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan untuk penahanan 
anak sebelum dinyatakan bersalah, adalah sebagai berikut : 
1) Sebisa mungkin untuk menghindari penahanan. Polisi harus jeli 
melihat apakah kebutuhan terbaik bagi si anak. Jika setelah 
mengevaluasi kondisi lingkungan sekitar anak dan ada jaminan 
keamanan di lingkungan rumah anak, maka penahanan rumah dapat 
dilakukan sesuai keputusan Pengadilan;  
2) Jika penahanan terpaksa dilakukan, agar segera diberitahukan orang 
tua atau walinya, dan rujuk orang tua atau wali si anak untuk 
mendapatkan bantuan hukum bagi anaknya;  
3) Polisi harus selalu berkonsultasi dengan Pekerja Sosial dari Depsos 
yang berperan dalam menangani masalah anak;  
4) Apabila anak disangka bersalah dan penahanan terpaksa dilakukan, 
agar segera memberitahukan pihak sekolah dan buat perjanjian 
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bahwa sekolah akan ikut bertanggung jawab menghindarkan 
gangguan terhadap anak tersebut dilingkungan sekolah;  
5) Bila dalam pemeriksaan pengadilan ditemukan bahwa orangtua, atau 
wali maupun pihak lingkungan setempat (seperti RT dan RW) dapat 
bertanggung jawab dan menjamin agar anak selalu hadir pada sidang-
sidang berikutnya, maka penahanan dapat segera ditangguhkan;  
6) Anak-anak harus diberikan Tahanan Rumah. Jika tidak 
memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa;  
7) Penahanan terhadap anak perempuan harus dipisahkan dari anak 
laki-laki;  
8) Anak berusia kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan. Pada anak 
berusia lebih dari 12 tahun jika penahanan terpaksa dilakukan, maka 
harus dipisahkan dari orang dewasa.  
 
Dalam hal penanganan anak yang penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum, khususnya dalam hal menangani kasus anak 
sebagai korban dan saksi berbeda dengan penanganan anak sebagai pelaku 
tindak pidana. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Polisi jika ada anak 
melapor sebagai korban atau saksi, adalah :150 
1) Segera mengontak orang tua atau walinya, kecuali jika mereka turut 
diduga sebagai pelaku;  
2) Membuat catatan identitas dari pihak yang merujuk, data yang lengkap 
ataupun data yang ada mengenai si anak, kronologi kejadian termasuk 
suasana dan situasinya;  
3) Membawa anak ke dokter atau petugas kesehatan untuk pemeriksaan 
kesehatan fisik dan mental secara cermat sesegera mungkin dalam 
waktu 24 jam;  
4) Apabila dibutuhkan perlindungan tertentu, seperti perlindungan hukum, 
maka langkah-langkah untuk itu harus segera diambil;  
5) Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan dan perawatan harus 
merupakan bagian dari berkas dokumen anak yang bersangkutan;  
6) Segera merujuk anak tersebut pada PPT atau PKT terdekat untuk 
evaluasi yang lebih mendalam terhadap kasusnya dan penetapan 
rujukan terakhir kepada lembaga yang tepat;  
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7) Penyelesaian proses pidana terhadap perkara dimana anak menjadi 
korban harus diprioritaskan untuk segera diserahkan kepada Jaksa 
Penuntut Umum;  
8) Polisi harus memperhatikan bahwa kebutuhan anak yang menjadi 
korban berbeda dengan kebutuhan anak sebagai saksi.  
 
Hal-hal khusus dalam kasus anak korban kekerasan dan/atau 
Eksploitasi yang harus diperhatikan oleh Polisi adalah :151 
1) Saat melakukan penyelidikan terhadap pelaporan mengenai 
kekerasan dan eksploitasi, mengutamakan perlindungan terhadap 
keselamatan anak;  
2) Mampu menilai apakah ada bahaya yang mengancam keselamatan 
anak ketika menangani kasus-kasus ini;  
3) Tidak boleh memisahkan anak dari rumahnya sendiri kecuali demi 
kepentingan dan keselamatan anak yang bersangkutan;  
4) Apabila dinilai terdapat bahaya, Polisi harus menggunakan 
kewenangannya untuk melindungi anak dan segera merujuknya 
kepada PPT dan PKT;  
5) Ketika anak harus dipindahkan dari rumahnya atau tempat kerjanya, 
harus diusahakan ada pendampingan dari pekerja sosial;  
6) Pemindahan harus dilaksanakan dengan cara-cara tertentu untuk 
menghindari dampak-dampak buruk dari peristiwa tersebut;  
7) Pemindahan harus dilaksanakan secara cermat;  
8) Kepada si anak harus diberitahukan mengenai apa yang sedang 
terjadi, mengapa dan kemana dia akan dibawa, sesuai dengan 
usianya;  
9) Anak diperbolehkan untuk membawa barang-barang atau 
perlengkapan pribadi seperti mainan, selimut, dan sebagainya;  
10) Jika memungkinkan, ada orang dewasa yang terdekat dengannya 
untuk diajak mengantar anak tersebut;  
11) Polisi bertanggung jawab untuk mengusahakan pemeriksaan dan 
perawatan medis terhadap anak sesegera mungkin;  
12) Polisi juga harus memperhatikan agar pemeriksaan itu dilakukan oleh 
Psikolog. Dokter harus diberitahukan informasi yang lengkap tentang 
anak yang bersangkutan;  
13) Pemeriksaan harus dilakukan dengan tidak memihak, objektif, dan 
mengikuti prosedur-prosedur yang ilmiah. Fakta-fakta harus 
dikumpulkan, diteliti, kebenarannya, dan dievaluasi karena berdasar 
dari fakta-fakta ini bisa dilakukan tindakan hukum;  
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14) Polisi harus meminta bantuan pekerja sosial untuk mewawancarai 
anak guna meminimalkan trauma karena harus menceritakan peristiwa 
tertentu berulang kali;  
15) Polisi bisa memperoleh data yang relevan dari pekerja sosial untuk 
mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan, dan segera 
mengadakan penyelidikan atas kasusnya;  
16) Khusus untuk kasus-kasus eksploitasi ekonomi dan eksploitasi 
seksual, bukti cukup dihimpun dari korban, atau pihak medis (saksi 
ahli), atau keterangan satu orang saksi saja;  
17) Anak yang mengalami kekerasan seksual harus diperlakukan dengan 
hati-hati dan penuh pengertian. Dalam mengajukan pertanyaan, Polisi 
harus memperhatikan bahwa anak itu tidak duduk terlalu lama; 
  
4. Penggeledahan  
Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyelidikan 
yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk penggeledahan 
rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Guna menjamin 
hak azasi manusia atau seorang atas rumah kediamannya, maka dalam 
melakukan penggeledahan harus dengan surat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri dan surat perintah penggeledahan. Dalam melakukan penggeledahan 
harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama 2 (dua) orang 
saksi bila penghuni rumah tindak memberikan izin untuk digeledah.152 dan 
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bila pemilik rumah memberikan izin untuk 
digeledah.153 Jikalau dalam melakukan penggeledahan terdapat atau 
ditemukan barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat disita untuk 
kepentingan penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan tindak pidana 
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tersebut dapat ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang 
terbukti anak tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa.  
5. Penyitaan 
Penyitaan adalah serangakaian tindakan penyidik untuk mengambil 
alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi 
maka barang bukti langsung dapat disita, misalnya alat yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana.  
Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan 
izin Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu yang dapat dikenakan penyitaan 
adalah:154 
a) Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga 
diperoleh dari hasil tindak pidana;  
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;  
c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana;  
d) Benda yamg khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana;  
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan;  
f) Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit 
sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, 
b, c, d, e. 
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6. Penyerahan Berkas Perkara  
Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan 
pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara 
tersebut diserahkan ke POLRES dimana terdakwa berdomisili diwilayahnya. 
Setelah diperiksa di Serse POLRES, apabila sudah benar kemudian diberi 
cap label POLRI dan apabila belum lengkap maka dikembalikan untuk 
diperbaiki. 
Gambar 1: 
Mekanisme Pelaksanaan Penyelidikan/Penyidikan Sumber Laporan Polisi  
(SOP Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Polri)  
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Gambar 2: 
Mekanisme Kerja Sama dan Kordinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Ditreskrimum Polda Sulsel 
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2. Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi  
 
Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan 
merupakan kontak awal (initial contact) antara anak yang disangka telah 
melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian.155 Menurut Beijing 
Rules Polisi, jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak 
nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan 
kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan criteria yang 
tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-
asas dalam ketentuan lain. 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut 
prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang 
sebagai of paramount importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam 
setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk 
melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best 
interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak ”korban”, 
disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya.156 
Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki 
tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan 
wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 
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Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya,Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, 
hal.173.  
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Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa 
Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:
157
 
a) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.  
b) Menegakkan Hukum  
c) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.  
Rumusan kewenangannya tersebut merupakan kewenangan yang 
ber-sumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids beginsel), 
yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian 
untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan 
penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara 
ketertiban dan men-jaga keamanan umum. Kewenangan demikian dikenal 
dengan istilah diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada 
pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini 
tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.158 
Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena 
pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan 
dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh 
terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik “wajib” memeriksa tersangka dalam 
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“suasana kekeluargaan”, sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Beijing rules.
159
    
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aparat kepolisian yang 
dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparatur penegak hukum dan 
sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif 
dalam melakukan penanganan tindak pidana anak, sehingga penanganannya 
dapat menyentuh pada akar masalah. 
Namun demikian, sesuai dengan sifat karakteristik apakah tidak 
mungkin dalam tahap penyidikan ini ditegaskan pula kewenangan untuk 
melakukan penyimpangan (diskresi) sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Beijing rules (rule 11). Dan diterapkannya kebijakan tersebut sebaiknya 
bukan hanya diterapkan terhadap kasus-kasus yang ringan saja tetapi dapat 
diterapkan juga terhadap kasus-kasus yang lainnya sesuai dengan hasil 
laporan kemasyarakatan.160 
Sehubungan tugas pokok dan kewenangan diskresi yang dimiliki, 
maka tidaklah berlebihan jika aparat kepolisian dituntut untuk mampu 
melakukan upaya pendekatan keadilan restorasi yang dapat mengubah atau 
memperbaiki sistem peradilan. Artinya lebih bersifat merestorasi atau 
memperbaiki, sehingga dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang 
sesuai dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian, sistem 
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hukum dan peradilan dapat bekerja dengan baik guna merubah situasi atau 
kondisi yang selama ini tidak harmonis dan tentunya sesuai pula dengan 
tuntutan masyarakat dewasa ini, yaitu terciptanya kondisi transformasi 
kultural di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 
Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada Polda Sulsel yang 
merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan 
di Kota Makassar ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenangnya harus pula mampu mengubah cara penanganan 
perkara-perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan 
restorasi. 
Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sebagai aparat POLRI, yang juga 
memiliki kewenangan diskresi, sudah selayaknya mampu melakukan 
tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi 
bahwa pada Ditreskrimum Polda Sulsel telah ada dibentuk unit khusus yang 
memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).  
Penyidik pada Ditreskrimum Polda Sulsel yang berperan penting 
dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, 
dituntut untuk mampu melakukan tranformasi kultural baik bagi dirinya 
maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi 
(restorative justice). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah: 
1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan 
yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan 
dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui 
kewenangan diskresinya;  
2. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang 
dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan 
kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang 
benar-benar paham dan terlatih untuk ini;  
3. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial 
serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, 
khususnya BAPAS;  
4. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, 
serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai 
tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan 
kesepakatan para pihak;  
5. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa 
mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya 
suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara 
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penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khusunya 
kepada keluarga korban ataupun pelaku. 
 
3. Pelaksanaan Diversi dalam Praktik (Di Wilayah Kota Makassar) 
Sebelum memaparkan lebih jauh pelaksanaan keadilan restorasi 
dalam penanganan kasus tindak pidana anak, terlebih dahulu perlu 
dipaparkan jenis tindak pidana anak yang terjadi dalam wilayah hukum Polda 
Sulsel. Berdasarkan wawancara dengan Jamila Nompo (Pejabat Kanit PPA 
Polda Sulsel),161 disebutkan bahwa: “Tindak pidana anak yang terjadi dalam 
wilayah hukum Polda Sulsel di Kota Makassar juga terdiri dari tindak pidana 
khusus yang diatur di luar KUHP (seperti tindak pidana narkotika dan 
psikotropika)”. 
Beliau juga menambahkan: “Jika korbannya adalah perempuan atau 
anak-anak, maka penanganan kasusnya dilaksanakan oleh Unit PPA 
Ditreskrimum Polda Sulsel, walaupun pelakunya bukanlah anak di bawah 
umur.” Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: “Tindak pidana anak paling 
dominan terjadi, yang selama ini ditangani Unit PPA Ditreskrimum Polda 
Sulsel adalah perbuatan cabul”. Jenis dan jumlah tindak pidana anak yang 
ditangani Unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
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Tabel 1 
Tindak Pidana Anak yang ditangani unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel 
untuk wilayah Kota Makassar 
 
Sementara itu berdasarkan penjelasan Jamila Nompo, pada saat 
wawancara bahwa:162 “Tindak pidana narkoba ditangani secara khusus oleh 
Ditnarkoba Polda Sulsel, tanpa melihat usia pelakunya, alasannya bahwa 
tindak pidana narkoba merupakan jenis tindak pidana yang bahayanya cukup 
besar bagi masyarakat, terutama generasi muda, sehingga harus 
diprioritaskan penanganannya”. Berdasarkan data pada Ditnarkoba Polda 
Sulsel, tindak pidana narkoba yang pelakunya adalah anak dibawah umur, 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
 
                                                             
162
 Hasil Wawancara 12 Februari 2014 
No Jenis Kejahatan 
Tahun/Jumlah 
 
2011 2012 2013 
1 Penganiyaan ringan 3 6 4 
2 Pemerkosaan - 1 2 
3 Perbuatan Cabul 10 9 8 
4 
Kejahatan terhadap kesopanan 
umum 
1 - - 
5 Penganiayaan berat - 2 1 
6 Melarikan Wanita dibawah umur 1 1 2 
Jumlah Total 15 19 17 
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Tabel 2: 
Tindak Pidana Anak yang ditangani Ditnarkoba Polda Sulsel untuk 
wilayah kota Makassar 
 
  
Melihat jumlah anak yang melakukan tindak pidana tersebut, Jamila 
Nompo (Pejabat Kanit PPA Polda Sulsel), mengatakan bahwa tindak pidana 
anak yang terjadi di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu:163 “Faktor Kemiskinan, kurangnya pengawasan dari orang tua (broken 
home) dan masyarakat (lingkungan), rendahnya tingkat pendidikan maupun 
keterampilan yang dimiliki,  kemajuan teknologi yang berhubungan dengan 
masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih atau pun 
karena kurangnya pembekalan nilai-nilai agama dan moral dalam diri anak”. 
Memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
tindak pidana anak, berarti karakteristik pelaku dari sisi kehidupan ekonomi 
orang tuanya, tidak semuanya berasal dari keluarga miskin, melainkan ada 
juga yang berasal dari keluarga yang berada (kaya). Misalnya karena 
pengaruh kemajuan teknologi, umumnya masyarakat yang terkena dampak 
negatif kemajuan teknologi adalah masyarakat dari golongan ekonomi 
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No 
 
Jenis Tindak Pidana 
Jumlah/Tahun 
2011 2012 2013 
1 Psikotropika 2 3  1 
2 Narkotika 8 6  6 
Jumlah Total 10 9  7 
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menengah ke atas. Sebagaimana penjelasan Kanit PPA Polda Sulsel, 
bahwa:
164
 
“Kebanyakan anak pecandu narkoba berasal dari keluarga mampu, 
berhubung untuk membeli narkoba tersebut memerlukan biaya yang relatif 
besar. Sementara itu, orang tua terus saja memberikan uang kepada anak 
tanpa pernah mengontrol penggunaan uang tersebut. Ketika uang sudah 
tidak ada, bahkan anak terkadang nekat mencuri uang atau harta orang 
tuanya, yang digunakan untuk membeli narkoba”. 
 
Berdasarkan penjelasan dari responden sebagaimana yang 
dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana 
anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 
1. Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada 
satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya. 
Dalam hal ini penyebab kemiskinan tersebut pemerintah juga 
mengambil peranan, seperti kemiskinan managerial.  
2. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian 
kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 
maupun lingkungan masyarakat.  
3. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola 
pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki 
anak.  
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4. Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah 
penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti 
tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik.  
 
Karakteristik pelaku tindak pidana anak berdasarkan usia pelaku, 
harus mengingat berlakunya UU No. 3 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 1 
angka 1 Undang-undang ini disebutkan bahwa: “Anak adalah orang yang 
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
Dengan demikian, untuk menentukan karakteristik pelaku tindak pidana anak, 
hanyalah anak-anak yang telah genap berusia 8 tahun dan belum mencapai 
usia 18 tahun. Namun demikian, pada tahun 2011 Unit PPA Ditreskrimum 
Polda Sulsel sempat menangani kasus yang usia pelakunya belum genap 
mencapai 8 tahun. 
Menurut Banit Lindung pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel 
(Hadriani), bahwa:165  
“Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap 
ber-usia 8 tahun (masih 7 tahun), adalah tindak pidana perbuatan 
cabul. Pelakunya berinisial “R”, sedangkan korbannya seorang 
perempuan ber-inisial “TW” (usia 6 tahun), yang merupakan teman 
bermain dan berse-belahan rumah dengan pelaku. Awalnya kasus ini 
tetap ditangani oleh Unit PPA Polda Sulsel, karena berdasarkan 
pengaduan orang tua “TW” dan mendesak agar kasus ini diselesaikan. 
Namun, mengingat berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 dan setelah 
memberikan pemahaman kepada kedua orang tua korban, akhirnya 
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kasus ini dicabut oleh orang tua TW dan kedua belah pihak 
menyelesaikannya secara kekeluargaan”. 
Selanjutnya dari hasil studi dokumen pada Ditreskrimum Polda Sulsel, 
bahwa, pelaku tindak pidana anak, dominan berusia antara 16 tahun sampai 
dengan <18 tahun, yaitu sebanyak 58 orang jumlah keseluruhan pelaku. Data 
karakteristik pelaku tindak pidana anak berdasarkan usia yang ditangani oleh 
unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3: 
Karakteristik pelaku tindak pidana anak berdasarkan usia pada unit PPA 
Ditreskrimum Polda Sulsel untuk wilayah Kota Makassar  
 
No 
 
Usia Pelaku 
Tahun/Jumlah 
2011 2012 2013 
1 <08 tahun  1 - - 
2 08 - <10 tahun  - - - 
3 10 - <12 tahun  2 1 - 
4 12 - <14 tahun  1 3 1 
5 14 - <16 tahun  6 5 2 
6 16 - <18 tahun  12* 11 14 
Jumlah Total 22* 19 17 
 
Keterangan: * Perbedaan jumlah pelaku dengan data pada tabel 1, karena 
dalam satu kasus yang sama ada pelakunya lebih dari satu 
orang.  
 
Demikian pula anak yang terlibat kasus narkoba dominan berusia 16 
tahun sampai dengan <18 tahun. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 
2013, ada 26 orang anak yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pemakai 
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maupun terlibat sebagai pengedar dan mereka berusia antara 16 tahun 
sampai dengan <18 tahun. Kecuali, pada tahun 2011 ada 1 orang pelaku 
yang berusia belum mencapai 13 tahun dan pada tahun 2013 ada 2 orang 
pelaku yang berusia belum mencapai 16 tahun. 
Tabel 4: 
Karakteristik pelaku tindak pidana anak berdasarkan usia pada 
Ditnarkoba Polda Sulsel untuk wilayah Kota Makassar  
No Usia Pelaku Tahun/Jumlah 
2011 2012 2013 
1 <08 tahun  - - - 
2 08 - <10 tahun  - - - 
3 10 - <12 tahun  - - - 
4 12 - <14 tahun  1 - - 
5 14 - <16 tahun  3 2 2 
6 16 - <18 tahun  6 8 5 
Jumlah Total 10 9  7 
 
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa penanganan 
tindak pidana anak di Polda Sulsel, dilaksanakan oleh satuan yang berbeda. 
Kasus narkoba ditangani khusus oleh Ditnarkoba, kasus tindak pidana umum 
ditangani oleh Ditreskrimum. 
Dalam penjelasan lebih lanjut, Pejabat Kanit PPA Polda Sulsel 
mengatakan bahwa: 166 
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“Penyelesaian perkara oleh unit PPA, biasanya tidak dilaksanakan 
melalui mekanisme peradilan pidana anak yang formal, melainkan 
dengan mekanisme pendekatan yang lebih mengutamakan 
kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penanganan perkara tindak 
pidana anak pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, sejak tahun 
2011 sampai tahun 2013, umumnya tidak diselesaikan melalui sistem 
peradilan pidana anak, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan 
melalui mediasi, yang lebih menekankan upaya perlindungan 
terhadap kepentingan yang terbaik anak (pelaku dan korban). 
Hukuman yang diberikan, tidak seperti hukuman yang diatur dalam 
KUHP, melainkan dialihkan (diversi) dalam bentuk hukuman lain yang 
tidak mengganggu kepentingan dan hak si pelaku, misalnya hak 
untuk diasuh orang tua, hak atas pendidikan dan lain-lain”. 
 
Data penyelesaian penanganan perkara tindak pidana anak pada unit 
PPA Ditreskrimum Polda Sulsel sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 
2013, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 5: 
Penanganan perkara tindak pidana anak pada unit PPA Ditreskrimum 
Polda Sulsel untuk wilayah Kota Makassar 
 
No Tahun Jumlah Kasus Penanganan Pekara/Jumlah 
SP 3 Dilimpahkan ke JPU Diversi 
1 2011 15 5 1 9 
2 2012 19 3 4 12 
3 2013 17 4 2 11 
Jumlah 51 12 7 32 
 
Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut, terlihat bahwa penanganan 
perkara tindak pidana anak pada unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel, lebih 
mengutamakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang 
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formal. Dari 51 kasus yang terjadi, jumlah kasus yang diteruskan sampai ke 
tingkat kejaksaan hanya 7 kasus, sedangkan 32 kasus diselesaikan secara 
damai. Kemudian sisanya sebanyak 12 kasus dihentikan penyidikannya 
karena tidak cukup bukti atau karena pengaduan dicabut oleh 
korban/keluarga korban. 
Penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Ditreskrimum Polda 
Sulsel, dengan mengutamakan penyelesaian di luar sistem peradilan anak, 
merupakan suatu bentuk pendekatan keadilan restorasi, artinya dalam 
penyelesaian perkara tindak pidana lebih didasarkan pada kepentingan para 
pihak (pelaku dan korban) dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, 
semua pihak terkait dilibatkan dalam proses penyelesaian perkaranya. Selain 
itu penyidik pada unit PPA sebelum menangani masalah anak harus melalui 
pelatihan khusus selama tiga (3) bulan. Terkait dengan hal tersebut dalam 
Peraturan Kabareskrim  No.1 Tahun 2012 juga disebutkan bahwa dalam 
upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi setiap penyelidik 
dan penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman 
tentang standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan 
dengan hukum. 
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Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam 
pelaksanaan diversi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamila Nompo 
Kanit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel:167 
“Terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui 
penyelesaian dengan cara metode diversi melalui pendekatan restorative 
justice atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan  
persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi, hal itu menjadi 
hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif.” 
Sebagai tambahan yang dikemukakan Kanit PPA Ditreskrimum Polda 
Sulsel, bahwa:168 
“Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, haruslah 
mengutamakan pendekatan keadilan restorasi, karena hal ini 
merupakan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 
No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 
tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, semua peraturan ini 
merupakan dasar yuridis untuk melaksanakan penanganan perkara 
tindak pidana anak pada Unit PPA Ditreskrimum Polda Sulsel. Jika 
penanganan perkara tindak pidana anak dilakukan dengan pende-
katan keadilan retrebutif, justru akan memberikan dampak negatif bagi 
diri anak, karena anak akan di penjara, sehingga harus terpisah dari 
orang tua, keluarga dan masyarakat, terputus sekolahnya, bahkan 
kehilangan kesempatan bermain dengan teman sebaya, padahal hal 
ini merupakan hak asasi setiap anak”. 
 
Setiap orang dapat saja berkonflik dengan hukum, termasuk anak 
yang masih di bawah umur. Ketika anak mengalami konflik dengan hukum 
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dan dia bersentuhan dengan sistem peradilan pidana anak, maka sebagian 
masyarakat meyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi penjahat. 
Produk yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana, hanyalah 
menghasilkan penjahat-penjahat baru dengan keahlian baru pula. 
Oleh sebab itu, perlu diberikan perlindungan terhadap anak yang ber-
konflik dengan hukum. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk 
kepentingan anak, tetapi dalam kesatuan sistem sosial yang luas, anak 
merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. 
Perlindungan dan pengembangan hak-hak anak dengan sendiri menjadi 
bagian pembangunan masyarakat. Konsep demikian berlaku bagi 
masyarakat modern di manapun, baik dalam konteks lokal, regional, maupun 
internasional. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi adalah bahwa 
hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam hal 
memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak 
negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga 
diversi merupakan upaya yang terbaik saat ini. Penerapan diversi ini 
didasarkan pada pemikiran bahwa: 
a. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun 
psikhis;  
b. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;  
c. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yg dilakukannya;  
d. Anak mudah dibina dari pada orang dewasa;  
e. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;  
f. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur 
hidup yang dapat mengancurkan masa depan Anak;  
g. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi 
maupun sosial; 
h. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;  
i. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;  
j. Hukuman adalah jalan terakhir; 
Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan 
aturan yang jelas dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah 
kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena telah di buat aturan 
yang akan diberlakukan yaitu “Undang-undang no.11 Tahun 2012 Tentang 
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Sistem Peradilan Pidana Anak” yang mengatur dengan detail mengenai 
upaya untuk mendiversi perkara anak dari sistem peradilan anak yaitu pada 
tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak oleh 
hakim, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. 
 
2. Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah: 
Berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik unit PPA di temukan 
bahwa tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan 
restorative justice yaitu dengan cara pengalihan (diversi) terkhusus tindak 
pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak 
pidana narkotika dan psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga 
harus ada persetujuan dari pihak korban agar dapat di upayakan diversi 
namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya 
diversi yang dilakukan oleh penyidik dan meneruskan ke proses hukum 
secara formal.  
Dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun dari 
lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait tentang diversi sehingga 
pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Padahal program diversi yang 
secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternatif atau cara 
terbaik penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum demi 
penanganan terbaik bagi anak.   
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B. Saran 
Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam hal pelaksanaan 
diversi ini oleh penyidik adalah: 
1. Sosialisasi mengenai diversi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi 
Aparat Kepolisan, Lembaga-lembaga terkait, dan juga masyarakat 
baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah;  
2. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik dalam 
melaksanakan diversi;  
3. Aparat Kepolisan harus banyak menggali dan mempelajari 
mengenai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 
disekitarnya yang berguna dalam pelaksanaan diversi; 
4. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga 
sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi 
BAPAS pada tingkat penyidikan, sehingga hasil penelitiannya tidak 
hanya bersifat rekomendasi;  
5. Diharapkan untuk yang akan datang dengan diberlakukannya 
Undang-undang Sistem Perdilan Pidana Anak semua dari pihak 
pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan yang terkait 
menangani anak agar berperan aktif dalam pelaksanaan diversi 
sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang.    
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